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MOTTO 
 
                                 
                            
                                
  
 
 
Oleh karena itu kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa 
barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu 
(membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, 
maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Dan barangsiapa 
yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah 
memelihara kehidupan semua manusia. Dan sesungguhnya Rasul kami telah 
datang kepada mereka dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, 
tetapi kemudian banyak diantara mereka setelah itu melampaui batas dibumi. 
 
QS. Maidah: 32 
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PEDOMAN TRANSLITERASI 
 
 Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas 
Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta didasarkan pada Keputusan 
Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 
158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi 
tersebut adalah : 
1. Konsonan 
 Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab 
dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian 
dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf 
serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin 
adalah sebagai berkut:   
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
ا Alif Tidak dilambangkan  Tidak dilambangkan 
ب Ba B Be 
ت Ta T Te 
ث ṡa ṡ Es (dengan titik di atas) 
ج Jim J Je 
ح ḥa ḥ Ha (dengan titik di bawah) 
خ Kha Kh Ka dan ha 
د Dal D De 
ذ Żal Ż Zet (dengan titik di atas) 
ix 
 
ر Ra R Er 
ز Zai Z Zet 
س Sin S Es 
ش Syin Sy Es  dan ye 
ص ṣad ṣ Es (dengan titik di bawah) 
ض ḍad ḍ De (dengan titik di bawah) 
ط ṭa ṭ Te (dengan titik di bawah) 
ظ ẓa ẓ Zet (dengan titik di bawah) 
ع ‘ain …‘… Koma terbalik di atas 
غ Gain G Ge 
ف Fa F Ef 
ق Qaf Q Ki 
ك Kaf K Ka 
ل Lam L El 
م Mim M Em 
ن Nun N En 
و Wau W We 
x 
 
ه Ha H Ha 
ء Hamza
h 
...’… Apostrop 
ي Ya Y Ye 
 
2. Vokal 
Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal 
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
a. Vokal Tunggal 
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 
harakat, transliterasinya sebagai berikut: 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
  َ  Fathah A A 
  َ  ‎ Kasrah I I 
  َ   Dammah U U 
 
Contoh: 
No 
Kata Bahasa Arab Transiterasi 
1. بتك Kataba 
2. ركذ Żukira 
3. بهذي Yażhabu 
 
 
 
xi 
 
b. Vokal Rangkap 
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan 
antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu : 
Tanda dan 
Huruf 
Nama Gabungan Huruf Nama 
ى...أ Fathah dan ya Ai a dan i 
و...أ Fathah dan wau Au a dan u 
 
Contoh : 
No 
Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. فيك Kaifa 
2. لوح Ḥaula 
 
3. Vokal panjang (Maddah) 
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 
transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :  
Harakat dan 
Huruf 
Nama Huruf dan 
Tanda 
Nama 
ي...أ Fathah dan alif 
atau ya 
Ā a dan garis di atas 
أي...  Kasrah dan ya Ī i dan garis di atas 
و...أ Dammah dan 
wau 
Ū u dan garis di atas 
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Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لاق Qāla 
2. ليق Qīla 
3. لوقي Yaqūlu 
4. يمر Ramā 
 
4. Ta Marbutah 
Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu : 
a. Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau 
dammah transliterasinya adalah /t/. 
b. Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/. 
c. Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata 
yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah 
maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/. 
Contoh : 
No 
Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لافطلأا ةضور Rauḍah al-aṭfāl / rauḍatul atfāl 
2. ةحلط Ṭalhah 
 
5. Syaddah (Tasydid) 
Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 
dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini 
tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama 
dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu. 
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Contoh : 
No 
Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. اّنبر Rabbana 
2. لّزن Nazzala 
 
6. Kata Sandang 
Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu  لا. 
Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang 
yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh 
huruf Qamariyyah. 
Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan 
sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan 
huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan  kata sandang 
yang diikuti leh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesua dengan aturan yang 
digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf 
Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti 
dan dihubungkan dengan kata sambung. 
Contoh : 
No 
Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لجّرلا Ar-rajulu 
2. للالجا Al-Jalālu 
 
7. Hamzah 
Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah 
ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di 
akhir kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena 
dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini : 
xiv 
 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لكأ Akala 
2. نوذختأ Taꞌkhużuna 
3. ؤنلا An-Nauꞌu 
 
8. Huruf Kapital 
Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, 
tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku 
dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan 
permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka 
yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal 
atau kata sandangnya. 
Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam 
tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut 
disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, 
maka huruf kapital tidak digunakan. 
Contoh : 
No 
Kata Bahasa Arab Transliterasi 
 لوسرلاإدّممحام و Wa mā Muhammadun illā rasūl 
 ينلماعلا بر للهدملحا Al-ḥamdu lillahi rabbil ꞌālamīna 
 
9. Penulisan Kata 
Pada dasarnya setiap kata baik fi’il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. 
Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim 
dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan 
maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua 
cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai. 
xv 
 
Contoh : 
No 
Kata Bahasa Arab Transliterasi 
 ينقزارلايرخ وله الله نإو Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn / 
Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn 
 نازيلماو ليكلا اوفوأف Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna / Fa 
auful-kaila wal mīzāna 
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ABSTRAK 
 
ANITA WULANDARI, NIM: 15.21.31.057 “TINJAUAN HUKUM 
PIDANA ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN 
BERENCANA DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA ”. 
Permasalahan yang diangkat sebagai fokus penelitian adalah banyaknya kejahatan 
pembunuhan di Indonesia salah satunya yaitu pembunuhan berencana, beberapa 
kasus pembunuhan ini bahkan menjadikan ketakutan tersendiri bagi masyarakat 
karena bentuk perbuatan pembunuhan sekarang ini melebihi batas manusia, moral 
dan bahkan hukum. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah agar masyarakat 
mengetahui bahwa tinjauan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap 
hukum pidana Islam tentang pembunuhan berencana.  
Jenis penelitian ini bersifat kepustakaan (library research), di mana 
datanya dihimpun dari berbagai literatur. Sumber data dari penelitian ini 
menggunakan data sekunder, yang meliputi bahan hukum primer yaitu Kitab 
Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Bahkan hukum sekunder yaitu data 
yang diperoleh dari buku-buku, jurnal dll. Bahan hukum tersier diperoleh dari 
eksiklopedi hukum, kamus hukum dll. 
Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah pembunuhan 
berencana yaitu pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja dan direncanakan 
terlebih dahulu yang mana antara timbul niat dengan pelaksanakan masih ada 
waktu berpikir-pikir terlebih dahulu, sedangkan dalam hukum pidana Islam untuk 
pembahasan tentang pembunuhan berencana tidak ada, kalau dalam hukum pidana 
Islam pembunuhan dibagi pembunuhan menjadi tiga macam yaitu, pembunuhan 
sengaja, pembunuhan semi sengaja dan pembunuhan keliru. Sedangkan untuk 
hukumannya sama yaitu mendapatkan hukuman mati atau qiṣa>ṣ akan tetapi masih 
ada pengecualian yaitu dalam hukum pidana Islam masih ada hukuman diyat 
kalau pelaku mendapatkan maaf dari pihak keluarga korban.  
 
Kata Kunci : Pembunuhan Berencana, KUHP. 
 
xix 
 
ABSTRACT 
 
 ANITA WULANDARI, NIM: 15.21.31.057 "ISLAMIC CRIMINAL 
LAW REVIEW OF CRIMINAL ACTS OF PREMEDITATED MURDER IN 
THE CRIMINAL LAW CODE”. The problem raised as the focus of research is 
the number of murder crimes in Indonesia, one of which is premeditated murder, 
some of these murder cases even make a scourge for the community because the 
current form of murder is beyond human, moral and even legal limits. The 
purpose of this research is for the public to know that the review of the Criminal 
Law Code of Islamic criminal law regarding premeditated murder. 
 This type of research is library research, where the data is collected from 
various literatures. The data source of this study uses secondary data, which 
includes primary legal material, namely the Criminal Code (KUHP). Even 
secondary law is data obtained from books, journals, etc. Tertiary legal materials 
are obtained from encyclopedias, legal dictionaries etc. 
 The conclusion that can be drawn from this study is premeditated 
murder, which is a deliberate and premeditated murder in which there is an 
intention to carry out the execution, there is still some time to think about it, 
whereas in Islamic criminal law there is no discussion about planned murder. in 
Islamic criminal law murder is divided into three kinds of killings namely, 
deliberate murder, semi-deliberate murder and mistaken murder. Whereas the 
sentence is the same as getting a death sentence but there are still exceptions, 
namely that in Islamic criminal law there is a diyat sentence if the perpetrator gets 
an apology from the victim's family. 
 
Keywords: premeditated murder, Criminal Code. 
 
 
 
 
 
xx 
 
DAFTAR ISI 
 
HALAMAN JUDUL          i 
HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING     ii 
HALAMAN PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI     iii 
HALAMAN NOTA DINAS         iv 
HALAMAN PENGESAHAN MUNAQASYAH      v 
HALAMAN MOTTO          vi 
HALAMAN PERSEMBAHAN         vii 
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI       viii 
KATA PENGANTAR          xv 
ABSTRAK             xviii 
DAFTAR ISI            xx 
 
BAB I  PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah  ................................................................1 
B. Rumusan Masalah .........................................................................  10 
C. Tujuan Penelitian...........................................................................  11 
D. Manfaat Penelitian.........................................................................  11 
E. Kerangka Teori ..............................................................................  12 
F. Tinjauan Pustaka ...........................................................................  16 
G. Metode Penelitian ..........................................................................  18 
H. Sistematika Penulisan Skripsi .......................................................  22 
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA 
PEMBUNUHAN BERENCANA  
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak pidana .......................................  23 
1. Pengertian Tindak Pidana ........................................................  23 
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana .....................................................  27 
3. Pembagian Tindak Pidana ........................................................  31 
B. Macam-Macam Pembunuhan.........................................................  38 
xxi 
 
C. Pengertian Pembunuhan Berencana ...............................................  44 
D. Hukum Pidana Islam ......................................................................  45  
BAB III TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA DALAM 
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA 
A. Pembunuhan Berencana Dalam Kitab Undang-Undang Hukum 
Pidana .............................................................................................  54 
1. Pengertian Pembunuhan Berencana .........................................  54 
2. Unsur-Unsur Pembunuhan Berencana .....................................  56 
B. Hukuman Tindak Pidana Pembunuhan Berencana ........................  59 
BAB IV ANALISIS TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN 
BERENCANA DALAM KITAB UNDANG-UNDANG 
HUKUM PIDANA TERHADAP HUKUM PIDANA ISLAM  
A. Analisis Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Dalam Kitab 
Undang-Undang Hukum Positif .....................................................  66 
B. Analisis Tinjauan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Dalam 
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Terhadap Hukum Pidana 
Islam ...............................................................................................  70 
BAB V PENUTUP 
A. Kesimpulan....................................................................................  74 
B. Saran  .............................................................................................  75 
 
DAFTAR PUSTAKA  
DAFTAR RIWAYAT HIDUP 
 
  
1 
 
BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Pada perkembangan negara Indonesia, dengan berjalannya 
Undang-Undang Dasar 1945 sebelum perubahan didalam batang tubuh 
atau Pasal-pasalnya tidak ditemukan istilah negara hukum, tetapi dalam 
penjelesan umum, yang menyangkut pemerintahan Indonesia didasarkan 
pada hukum (retcstaat) dan bukan sebagai negara kekuasaan belaka 
(mactstaat), hukum membawa konsekuensi besar bagi kehidupan bangsa, 
baru setelah perubahan UUD 1945 secara tegas disebut dalam Pasal 1 ayat 
(3).1 Indonesia merupakan salah satu negara hukum yang mana dalam 
penanggulan kejahatan-kejahatan yang terjadi di Indonesia dengan 
menggunakan hukum yang terkait, dalam proses berjalannya hukum, 
menurun dan meningkatnya kejahatan menunjukan efektivitas kinerja 
sistem peradilan pidana. 
Proses berkembangnya suatu hukum maka menunjukan 
berkembang pula suatu zaman. Semakin berkembangnya zaman maka 
semakin berkembang pula suatu teknologi, budaya, sosial dan hukum. 
Maka dari itu berkembang pula pola fikiran manusia, akan tetapi hal ini 
menimbulkan kekhawatiran yang mana perilaku manusia semakin kedepan 
semakin menyimpang pula perbuatannya tanpa di imbangi dengan pola 
fikiran yang positif serta pedoman dalam beragama yang kuat. Dalam 
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perkembangan zaman disertai berkembangnya jenis kejahatan yang 
berbagai macam bentuknya dan lebih-lebih kejahatan ini tidak hanya 
dilakukan oleh orang dewasa akan tetapi juga dilakukan oleh anak dan 
korbannya bisa orang dewasa dan anak remaja yang mana anak remaja 
merupakan generasi penerus bangsa. 
Maraknya kejahatan yang semakin merajalela membuat kehidupan 
tidak tentram karena dimana-mana selalu diikuti rasa takut. Timbulnya 
kejahatan biasanya dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti faktor 
ekonomi, pergaulan bebas, lingkungan yang kurang positif dan kurangnya 
perhatian dari keluarga karena kurangnya kasih sayang biasanya ini akan 
berdampak pada anak. Jenis kejahatannya antara lain seperti: pembunuhan, 
pencurian, penganiayaan dan lain sebagainya.  
Dalam sejarah manusia, pembunuhan merupakan suatu tindak 
kejahatan yang dilakukan oleh manusia. Sebagaimana dijelaskan dalam 
Qs. Al-Maidah : 27-30. 
                           
                     
                        
                       
                        
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                    
        
Artinya:  
Ceritakanlah kepada mereka kisah kedua putera Adam (Habil dan 
Qabil) menurut yang sebenarnya, ketika keduanya 
mempersembahkan korban, maka diterima dari salah seorang dari 
mereka berdua (Habil) dan tidak diterima dari yang lain (Qabil). 
ia berkata (Qabil): "Aku pasti membunuhmu!". berkata Habil: 
"Sesungguhnya Allah hanya menerima (korban) dari orang-orang 
yang bertakwa". Sungguh kalau kamu menggerakkan tanganmu 
kepadaku untuk membunuhku, aku sekali-kali tidak akan 
menggerakkan tanganku kepadamu untuk membunuhmu. 
Sesungguhnya aku takut kepada Allah, Tuhan seru sekalian alam." 
"Sesungguhnya aku ingin agar kamu kembali dengan (membawa) 
dosa (membunuh)ku dan dosamu sendiri, maka kamu akan menjadi 
penghuni neraka, dan yang demikian itulah pembalasan bagi 
orang-orang yang zalim." Maka hawa nafsu Qabil menjadikannya 
menganggap mudah membunuh saudaranya, sebab itu 
dibunuhnyalah, Maka jadilah ia seorang diantara orang-orang 
yang merugi. 
 
Dalam Qur’an tersebut menjelaskan bahwa pembunuhan yang 
dilakukan oleh putera Nabi Adam as, yaitu Qabil dan Habil. Untuk 
diterima pasalnya perbuatan tersebut merugikan orang lain yang mana 
setiap orang mempunyai hak untuk hidup dan melindungi nyawanya. 
Tidak bisa dipungkiri bahwa tindak pidana pembunuhan merupakan 
perbuatan yang mengakibatkan dosa besar. 
Dari beberapa peristiwa pembunuhan yang terus mengalami 
perkembangan dari zaman ke zaman kasus pembunuhan mempunyai gaya 
atau model yang sangat beragam, dari cara yang paling mudah, sederhana 
sampai cara yang tersulit dalam membunuh sampai-sampai dalam 
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menyelidiki kasus tersebut membutuhkan waktu yang lama. Bahkan jenis 
pembunuhan yang sampai melebihi pada batas kemanusiaan, moral dan 
hukum, yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain tidak hanya satu 
korban saja bahkan lebih dari satu korban akibat perbuatan tindak pidana 
pembunuhan tersebut. 
Pembunuhan adalah perampasan atau penghilangan nyawa 
seseorang oleh orang lain yang mengakibatkan tidak berfungsinya seluruh 
fungsi vital anggota badan karena berpisahnya roh dengan jasad korban.
2
  
Pembunuhan dianggap sebagai perbuatan keji dan biadab. Namun 
demikian, masih banyak orang yang melakukan tindak pidana 
pembunuhan. Hal itu menunjukan betapa rendahnya nilai manusia yang 
dimuliakan oleh Allah SWT. Sebagaimana diketahui, masyarakat tidak 
berhak berbuat zalim terhadap anggotanya jika kepentingan individu itu 
tidak menimbulkan ancaman terhadap hak-hak orang lain ataupun 
masyarakat. Manusia merupakan ciptaan Allah yang paling mulia yang 
mana manusia diberikan akal sehat dan fikiran yang sempurna juga mulia. 
Permasalahan tentang tindak pidana di Indonesia telah diatur dalam 
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menjadi pedoman 
dalam penyelesaian perkara pidana. Beberapa kasus pidana, seperti 
pencurian, pembunuhan dan kejahatan lainnya mereka atau orang yang 
melakukan kejahatan tersebut mendapatkan hukuman yaitu kurungan atau 
penjara, penjara atau pidana penjara berkaitan erat dengan pidana 
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perampasan kemerdekaan yang dapat memberikan cap jahat dan dapat 
menurunkan derajat dan harga diri manusia apabila seseorang dijatuhi 
pidana penjara. 
Salah satu kejahatannya adalah pembunuhan dalam Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana (KUHP) masalah tindak pidana pembunuhan 
diatur dalam Bab XIX Pasal 338-350 KUHP tentang kejahatan terhadap 
nyawa.  Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang tertera jika 
pembunuhan berencana tergolong dalam pasal 340 KUHP, yang berbunyi:  
Barang siapa dengan sengaja dan dipikirkan lebih dulu merapas 
nyawa seorang lain, diancam karena pembunuhan yang dipikirkan 
lebih dulu dengan pidana mati atau dengan pidana seumur hidup 
atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun. 
 
Dari pasal 340 KUHP tersebut dapat dijelaskan bahwa 
pembunuhan berencana adalah perbuatan seseorang yang 
menyalahgunakan hukum dengan cara membunuh yang direncanakan 
terlebih dahulu maupun dilakukan dengan sengaja maka orang tersebut 
mendapatkan hukuman yang sesuai dengan perbuatan tersebut. 
Pembunuhan adalah perbuatan seseorang yang menghilangkan 
nyawa orang lain. Adapun Ayat Al-Qur’an yang berhubungan dengan 
perbuatan tindak pidana pembunuhan antara lain disebutkan dalam surat 
Al-Baqarah ayat 178. 
                         
                        
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                         
                     
 
Artinya : 
Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan qiṣāṣ atas kamu 
berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka 
dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan 
wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari 
saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara 
yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diyat) 
kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). Yang 
demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu 
rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka 
baginya siksa yang sangat pedih. (Qs. Al-Baqarah : 178).
3
 
 
Adapun tafsiran Qs. Al-Baqarah ayat 178 yaitu: 
4 
                      
                      
 
“Diwajibkan atas kamu qiṣāṣ berkenaan dengan orang-orang yang 
dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, 
dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu 
pemaafan dari saudaranya.” Pemaafan disini maksudnya adalah menerima 
diyat (pengganti hukuman) pada pembunuhan yang dilakukan dengan 
sengaja. 
               
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“Hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, 
dan hendaklah (yang memberi maaf) membayar (diyat) kepada yang 
memberi maaf dengan cara yang baik (pula).” Kedua belah pihak harus 
tetap menjaga sikap baik terhadap pihak lainnya. 
 
           
”Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Rabb kamu dan 
suatu rahmat.” Dari apa yang telah diwajibkan atas orang-orang sebelum 
kamu.5 
            
 
 “Barangsiapa yang melampui batas sesudah itu maka baginya 
siksa yang sangat pedih.” Yakni tetap melaksanakan hukuman walaupun 
telah diganti dengan diyat tadi.  
 
Berikut ini aalah lafadz yang disampaikan oleh Al Bukhori dari Al 
Hamidi, Beliau berkata: saya pernah mendengar Mujahid mengatakan 
bahwa aku pernah mendengar Ibnu Abbas berkata dan Asy- Sya’bi juga 
menafsirkan, Firman Allah Swt.  
 
                    
 
   “Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, 
dan wanita dengan wanita.” Ayat ini diturunkan kepada dua kabilah 
diantara kabilah-kabilah yang berada di negeri Arab, dua kabilah itu saling 
melukai lalu mereka menetapkan hukuman pembunuhan itu dengan cara 
membunuh hamba sahaya laki-laki untuk seorang laki-laki yang dibunuh 
dan hamba sahaya wanita untuk seorang wanita yang dibunuh. Begitu juga 
yang disampaikan oleh Qatadah. 
 
Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pembunuhan 
berencana maka akan dikenakan hukuman pidana mati atau pidana seumur 
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hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun. Sedangkan 
dalam hukum pidana Islam pembunuhan ini akan dikenakan hukuman 
qiṣāṣ atau diyat. Adapun dasar yang menjadikan hukuman qiṣāṣ sebagai 
hukuman bagi pelaku pembunuhan berencana adalah: 
Adapun ayat Al-Qur’an yang berkaitan dengan hukum qiṣāṣ 
disebutkan dalam Qs. Al-Maidah : 32. 
                          
                       
                          
          
Artinya  :  
Oleh karena itu kami tetapkan (suatu hukum) bagi bani israil, 
bahwa barangsiapa membunuh seseorang, bukan karena orang itu 
membunuh orang lain, atau bukan karena berbuat kerusakan di 
bumi, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua 
manusia. Sesungguhnya Rasul kami telah datang kepada mereka 
dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas. Tetapi 
kemudian banyak diantara mereka setelah itu melampaui batas di 
bumi. (Qs. Al-Maidah : 32). 
 
Hadist Nabi Muhammad SAW tentang qiṣāṣ.6 
  سََنأ ُثْيِدَح  بَِّنلا َلَِا اوُمَصَتْخَاف انًاَسِْنا ْتَحَرَج ََةِثراَح َُّما ِعِّي َبُّرلا َتْخُأ ََّنأ : ُوْنَع ُالله َيِضَر
 ُلوُسَر َلاَق َف َمَّلَسَو ِوْيَلَع ُالله ىَّلَص  ِالله ىَّلَص  ُالله  ِوْيَلَع  َمَّلَسَو  َصاَصِقْلا َصاَصِقْلا  ُُّمأ ْتَل اَق َف
ا ِعِّي َبُّرل  َي ُلوُسَر  ِالله  َلاَق َف اَه ْ نِم ُّصَتْق ُي َلا ِاللهَو ََةَنلاُف ْنِم ُّصَتْق َُيأ بَِّنلا ىَّلَص  ُالله  ِوْيَلَع  َمَّلَسَو 
 َي ِالله َناَحْبُس ِعِّي َبُّرلاُُّمأ  َف َلَاق ا اَدَبأ اَه ْ نِم ُّصَتْق ُي َلا ِاللهَو َلا ْتَلَاق ِالله ُباَتِك ُصاَصِقْلا ْتَلَاز اَم
                                                 
       
6
 Al lu’lu Wal Marjan, Shahih Bukhori, “Kitab Tentang Qasamah, Kecerobohan, Qisas dan 
Diyat (Denda)” (Bandung: Jabal, 2015), hlm. 301-302. Hadis dari Anas RA. 
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 َلاَق َف ََةيِّدلا اوُلَِبق َّتََّح ُلوُسَر  ِالله ىَّلَص  ُالله  ِوْيَلَع  َمَّلَسَو  ِالله ىَلَع َمَسَْقأ ْوَل ْنَم ِاللهِداَبِع ْنِم َّنِا
.ُهَّر ََبلا 
Diriwatkan dari Anas R.A katanya : Sesungguhnya saudara 
perempuan Ruba’i yaitu Ummu Haritsah telah melukai seseorang, lalu 
keluarganya mengadukan hal itu kepada Nabi SAW, maka Rasulullah 
SAW pun bersabda: “Laksanakanlah hukuman qiṣāṣ, laksanakanlah 
hukuman qisas.” Ummu Ruba’i berkata: “Wahai Rasulullah, apakah 
perlu dijatuhkan hukuman qiṣāṣ terhadap orang itu? Demi Allah, 
janganlah dikenakan hukuman qiṣāṣ ke atasnya, Nabi SAW bersabda: “ 
Maha Suci Allah, wahai Ummu Ruba’i hukum qiṣāṣ adalah ketetapan 
Allah.” Ummu Ruba’i berkata: Demi Allah jangan, jangan kenakan 
hukuman qiṣāṣ keatasnya buat selama-lamanya.” Hal itu terus berlaku 
hingga mereka menerima bayaran diyat. Maka Rasulullah SAW bersabda: 
“Sesungguhnya diantara hamba-hamba Allah itu terdapat orang yang 
bersumpah ke atas Allah, dan dia akan berlaku jujur kepada-Nya.” (HR. 
Bukhori dan Muslim). 
Dengan dua dasar diatas dapat disimpulkan bahwa pembunuhan 
yang dilakukan dengan sengaja tidak semuanya mendapatkan hukuman 
qiṣāṣ, apabila pihak keluarga korban tidak memaafkan pelaku maka 
berlakulah hukum qiṣāṣ tersebut, akan tetapi sebaliknya jika pihak 
keluarga korban memaafkan pelaku maka tidak berlaku hukum qiṣāṣ dan 
beralih menjadi hukuman diyat.  
Ada salah satu kasus yang dilangsir dari Kompas.com: 
Pembunuhan yang terjadi di Tangerang yang dilakukan oleh ayah 
kandungnya sendiri yang melibatkan istri dan 2 anak tirinya menjadi 
korban atas perbuatannya, pada tanggal 22/07/2018. 20:12 WIB Muhtar 
Effendi alias Pendi (62) menjalani agenda sidang vonis di Pengadilan 
Negeri Tangerang. Mukhtar Effendi alias Pendi (62), terdakwa kasus 
pembunuhan istri dan anaknya, dan divonis 20 tahun penjara dalam sidang 
putusan. Pendi membunuh Emah (40) sang istri beserta dua anak tirinya 
10 
 
 
 
Nova (21) dan tiara (11) pada Senin (12/2/2018), di perumahan Taman 
Kota 2, Priuk, Tangerang. Emosinya tersulut saat Emah memintanya untuk 
membayar cicilan mobil yang dibeli sang istri. Setelah terjadi argument 
yang berkepanjangan Pendi berfikir sejenak dan kemudian melakukan 
pemukulan terhadap istrinya, Pendi melakukan tindakan kekerasan hingga 
menyebabkan Emah tewas. Dan pada saat itulah kedua anak tirinya 
melihat ibunya tewas ditangan Pendi, dan Pendi tidak segan-segan 
melakukan perbuatan yang sama terhadap kedua anaknya hingga tewas 
pula. Dengan ini Pendi terbukti bersalah dan melanggar Pasal 340 KUHP 
tentang Pembunuhan Berencana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 
1981 tentang Hukum Acara Pidana pembacaan putusan dilakukan di 
Pengadilan Negeri Tangerang.
7
 
Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk 
meneliti masalah tersebut ke dalam bentuk skripsi, dengan judul 
“TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TINDAK 
PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA DALAM KITAB UNDANG-
UNDANG HUKUM PIDANA”.  
A. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka permasalahan yang akan dibahas 
dalam skripsi ini adalah sebagai berikut: 
1. Bagaimana tindak pidana pembunuhan berencana dalam Kitab 
Undang-Undang Hukum Pidana?  
                                                 
       
7
 Rima Wahyuningrum, “Pendi Pembunuh Istri dan Anak di Tangerang Divonis 20 Tahun 
Penjara”dikutip http://megapolitan.kompas.com diakses 07 April 2018. Jam 10.34 WIB. 
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2. Bagaimana tindak pidana pembunuhan berencana dalam Kitab 
Undang-Undang Hukum Pidana Ditinjau Dari Hukum Pidana Islam?  
B. Tujuan Penelitian  
1. Mengetahui tentang tindak pidana pembunuhan berencana dalam Kitab 
Undang-Undang Hukum Pidana 
2. Mengetahui tentang tindak pidana pembunuhan berencana dalam Kitab 
Undang-Undang Hukum Pidana ditinjau dari hukum pidana Islam. 
C. Manfaat Penelitian 
Adapun manfaat yang penulis harapkan dan akan diperoleh dari penulisan 
ini adalah sebagai berikut: 
1. Manfaat Teoritis 
a. Menambah wawasan dan ilmu pengetahuan dalam Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana, khususnya yang berkaitan dengan tindak 
pidana pembunuhan berencana dalam Kitab Undang-Undang 
Hukum Pidana. 
b. Menambah wawasan dan ilmu pengetahuan dalam Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana dan hukum pidana Islam, khususnya yang 
berkaitan dengan tindak pidana pembunuhan berencana dalam 
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ditinjau dari hukum pidana 
Islam. 
c. Dapat memberikan masukan kepada masyarakat, tentang 
pandangan tinjauan hukum pidana Islam terhadap tindak pidana 
12 
 
 
 
pembunuhan berencana dalam Kitab Undang-Undang Hukum 
Pidana. 
2. Manfaat Praktis 
a. Dapat dijadikan pedoman dan bahan rujukan bagi para mahasiswa, 
parktisi hukum dan lain-lain, dalam melakukan penelitian yang 
berkaitan dengan tindak pidana pembunuhan berencana dalam 
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 
b. Dapat dijadikan sebagai pedoman dan bahan rujukan bagi para 
mahasiswa, masyarakat, praktisi hukum dan pemerintah dalam 
melakukan penelitian, yang berkaitan dengan tindak pidana 
pembunuhan berencana dalam Kitab Undang-Undang Hukum 
Pidana ditinjau dari hukum pidana Islam. 
c. Dapat memberikan masukan kepada aparat hukum dan pemerintah 
tentang pandangan tindak pidana pembunuhan berencana dalam 
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang ditinjau dari hukum 
pidana Islam. 
D. Kerangka Teori 
1. Tindak Pidana 
Tindak pidana menurut simons adalah sebagai suatu perbuatan 
(handeling) yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, 
13 
 
 
 
bertentangan dengan hukum (onrechtmatig) dilakukan dengan 
kesalahan (scuhld) oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.
8
 
 Menurut vos tindak pidana adalah suatu kelakuan manusia 
yang oleh peraturan perundang-undangan diberi pidana. Jadi, suatu 
kelakuan manusia yang pada umumnya dilarang dan diancam dengan 
pidana.
9
 
Menurut Moeljatno tindak pidana adalah perbuatan yang 
dilarang oleh suatu aturan hukum larangan yang mana disertai 
ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang 
melanggar larangan tersebut.
10
 
Menurut Abdul Qadir Awdah tindak pidana yaitu segala 
perbuatan yang dilarang oleh syara’ baik perbuatan itu mengenai jiwa, 
harta benda atau lainnya. Jināyah merupakan tindakan yang dilarang 
oleh syara’ karena dapat menimbulkan bahaya bagai jiwa, harta, 
keturunan, dan akal (intelegensi).
11
 
Dapat disimpulkan bahwa tindak pidana atau perbuatan pidana 
adalah suatu perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan 
yang sudah ditetapkan yang mana sudah ada sanksinya bagi yang 
melanggar perbuatan terlarang tersebut. 
 
                                                 
       
8
 Roni Wiyanto,  Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia, (Bandung: Mandar Maju, 2012), hlm. 
160. 
       
9
 Ibid... hlm. 161. 
       
10
 Mahrus Ali, Dasar-Dasar Hukum Pidana, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015),  hlm. 97. 
       
11
 Makhrus Munajat, Hukum Pidana Islam di Indonesia, (Yogyakarta: Teras, 2001), hlm, 2. 
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2. Teori Tindak Pidana Pembunuhan 
Pembunuhan adalah suatu aktivitas yang dilakukan oleh 
seseorang dan atau beberapa orang yang mengakibatkan seseorang 
atau beberapa orang meninggal dunia.
12
 
Menurut Abdul Qadir Awdah memberi definisi pembunuhan 
adalah perbuatan seseorang yang menghilangkan yakni pembunuhan 
itu adalah menghilangkan nyawa manusia.
13
 
Pembunuhan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan 
sengaja untuk menghilangkan atau merampas jiwa orang lain.
14
 Dapat 
disimpulkan dari pemaparan sebelumnya bahwa pembunuhan adalah 
perampasan hak hidup seseorang atau peniadaan nyawa seseorang atau 
peniadaan nyawa seseorang oleh orang lain yang dapat mengakibatkan 
tidak berfungsinya seluruh anggota badan disebabkan ketiadaan roh, 
baik perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja maupun tidak 
sengaja. 
3. Teori Tindak Pidana Pembunuhan Berencana 
Pembunuhan berencana dalam hukum Islam merupakan salah 
satu perbuatan jarimah yang mana masuk dalam kategori pembunuhan 
sengaja, pembunuhan sengaja yaitu pembunuhan yang dilakukan oleh 
                                                 
       
12
 Zainudin Ali, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 24. 
       
13
 Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 137. 
       
14
 Marihot Tua Silitonga, dkk, “Analisis Hukum Mengenai Sanksi Pidana Penjara Seumur 
Hidup Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Dalam Perspektif Kriminologi: 
Studi Pengadilan Negeri Medan”, Usu Law Journal, (Medan) Vol. 5 Nomor 3, 2017, hlm. 68. 
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orang yang membunuh guna membunuh orang yang yang dibunuhnya 
itu dengan perkakas yang biasanya dapat digunakan untuk membunuh 
orang.
15
 
Menurut Abu Ya’la pembunuhan sengaja adalah jika sipelaku 
sengaja membunuh jiwa dengan benda tajam, seperti besi, atau dengan 
sesuatu yang dapat melukai daging, seperti melukainya dengan besi, 
atau dengan benda keras yang biasanya dapat dipakai membunuh 
orang, seperti batu dan kayu, maka pembunuhan itu disebut sebagai 
pembunuhan sengaja yang pelakunya harus di qiṣa>ṣ.16 
Pembunuhan berencana adalah kejahatan merampas nyawa 
manusia lain atau membunuh, setelah dilakukan perencanaan 
mengenai waktu atau metode, dengan tujuan memastikan keberhasilan 
pembunuhan atau untuk menghindari penangkapan. Kejahatan ini 
merupakan salah satu kejahatan yang paling serius karena kejahatan ini 
menyebabkan hilangnya nyawa seseorang dan orang yang melakukan 
kejahatan ini bisa mendapatkan hukuman mati atau penjara seumur 
hidup dalam hukum positif sedangkan dalam hukum pidana Islam 
mendapatkan hukuman qiṣa>ṣ diyat. 
4. Teori Hukum Pidana Islam 
Hukum pidana Islam (fiqh Jināyah) merupakan syariat Allah 
yang mengandung kemaslahatan bagi kehidupan manusia baik didunia 
                                                 
       
15
 Sulaiman, Rasjid, Fiqih Islam, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2014), hlm. 429-430. 
       
16
 M. Nurul Irfan dan Masyrofah, Fiqh Jinayah, (Jakarta: Hamzah, 2015), hlm.6. 
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maupun akhirat. Syariat Islam dimaksud, secara materiil mengandung 
kewajiban asasi syariah, yaitu menempatkan Allah sebagai pemegang 
segala hal baik yang ada pada orang lain. Setiap orang hanya pelaksana 
yang berkewajiban mematuhi perintah Allah dimaksud harus 
dilaksanakan untuk kemaslahatan dirinya dan orang lain.
17
  
Menurut Abdul Qodir Awdah hukum pidana Islam (jināyah) 
adalah perbuatan yang dilarang oleh syara’ baik perbuatan itu 
mengenai jiwa, harta benda, atau lainnya. 
Menurut Sayid Sabiq hukum pidana Islam (jināyah)  adalah 
setiap perbuatan yang dilarang. Dan perbuatan yang dilarang itu 
adalah setiap perbuatan yang oleh syara’ dilarang untuk 
melakukannya, karena adanya bahaya terhadap agama, jiwa, akal, 
kehormatan atau harta benda. 
E. Tinjauan Pustaka 
Penulis mencoba mencari penelitian yang relevan. Berikut 
merupakan penelitian yang dirasa cukup relevan dengan penelitian 
penulis:  
1. Penelitian yang dilakukan oleh Ghalib Oktawa Putra 2018 dari 
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel surabaya yang berjudul 
“Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Pembunuhan Dan 
Penganiayaan Luka Berat Berencana (Studi Direktori Putusan Nomor 
625/pid.b/2014/Pn.Btm)” Persamaan penelitian ini dengan penulis 
                                                 
       
17
 Zainudin Ali, Hukum Pidana Islam..., hlm, 1. 
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adalah sama-sama memberikan hukuman bagi orang yang melakukan 
tindak pidana pembunuhan seperti halnya dalam hukum positif terjerat 
pasal 340 KUHP sedangkan dalam hukum pidana Islam pelaku 
mendapatkan hukuman qiṣa>ṣ karena melakukan pembunuhan secara 
sengaja dan penganiayaan sengaja dan apabila pelaku dimaafkan oleh 
keluarga korban/ahli waris maka pelaku hanya membayar diyat.18 
Perbedaan penelitian ini dengan peneliti penulis yaitu dalam 
penelitian ini studi kasus yaitu dilakukan secara lapangan dan 
membahas tentang penganiayaan luka berat berencana sedangkan 
dalam penelitian ini membahas tentang tinjauan hukum pidana Islam 
terhadap tindak pidana pembunuhan berencana dalam Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana. 
2. Penelitian yang dilakukan oleh Hanifah Azwar 2011 dari Universitas 
Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta yang berjudul “Penyertaan 
Dalam Pembunuhan Berencana Dalam Hukum Islam dan Hukum 
Positif (Kajian Yurisprudensi no.1429 K/Pid/2010) dalam skripsinya 
menjelaskan tentang pengertian penyertaan, pembunuhan, macam-
macam pembunuhan berencana baik menurut hukum Islam maupun 
hukum positif dan diperkuat dengan kajian yurisprudensi no.1429 
K/Pid/2010. Perbedaanya dengan skripsi Hanifah Azwar dengan 
penelitian ini adalah penelitian Hanifah Azwar membahas tentang 
                                                 
       
18
 Ghalib Oktawa Putra, 2018, “Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Pembunuhan Dan 
Penganiayaan Luka Berat Berencana (Studi Direktori Putusan Nomor 625/pid.b/2014/Pn.Btm)”,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. 
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penyertaan dalam pembunuhan berencana dan menggunakan kajian 
yurisprudensi sedangkan dalam penelitian ini adalah membahas 
tentang pandangan tinjauan hukum pidana Islam terhadap tindak 
pidana pembunuhan berencana dalam Kitab Undang-Undang Hukum 
Pidana.
19
  
3. Penelitian yang dilakukan oleh Heri Kuswanto Abbas 2016 dari 
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul 
“Pembunuhan Berencana dan Sanksinya Studi Komparatif dan Hukum 
Pidana Islam” Dalam skripsi Heri Kuswanto Abbas menjelaskan 
tentang delik pembunuhan sengaja dan sanksi yang menggunakan 
perbandingan atau komparatif dan hukum pidana Islam.
20
 Dan 
perbedaan penelitian ini dengan penelitian saya yaitu penelitian saya 
hanya membahas tentang tinjauan hukum pidana Islam terhadap 
pembunuhan berencana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.  
F. Metode Penelitian 
1. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library 
research) dengan memanfaatkan dokumen-dokumen berupa buku-
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 Hanifah Azwar, 2011, “Penyertaan Dalam Pembunuhan Berencana Dalam Hukum Islam 
dan Hukum Positif”, Skripsi, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif 
Hidayatullah, Jakarta. 
 
       
20
 Heri Kuswanto Abbas, 2016, “Pembunuhan Berencana Dan Sanksinya Studi Komparatif 
Hukum  Pidana Dan Hukum  Pidana Islam”, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas 
Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. 
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buku, hasil-hasil penelitian, jurnal, internet.
21
 Jenis data dalam 
penelitian ini bersifat kualitatif merupakan penelitian yang berupaya 
menganalisis kehidupan sosial dengan menggambarkan dunia sosial 
dari sudut pandang atau interprestasi individu (informan) dalam latar 
alamiah.
22
 Jenis data yang berupa pendapat, konsep atau teori yang 
menguraikan dan menjelaskan masalah yang berkaitan dengan 
tinjauan hukum pidana Islam terhadap tindak pidana pembunuhan 
berencana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 
Literatur yaitu sumber data yang diperoleh dari hasil kajian 
pustaka, berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan, bahan-
bahan laporan, majalah-majalah, artikel dan bahan literatur lainnya 
yang berhubungan dengan pembahasan penelitian ini. 
2. Sumber Data 
Sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh lewat pihak 
lain, tidak langsung diperoleh oleh penelitidari subjek penelitiannya.
23
 
Sumber data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari literatur-
literatur kepustakaan yang berhubungan dengan materi yang akan 
dibahas. Sumber data sekunder ini terdiri dari:  
a. Bahan Hukum Primer 
                                                 
       
21
 Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 
50.  
       
22
 Sudaryono, Metodelogi Penelitian, (Depok: Rajawali Pers, 2018), hlm. 91.  
 
       
23
 Saifuddin Azwar, Metodologi Penelitian, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999, hlm. 91.  
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Bahan hukum primer adalah membutuhkan data atau 
informasi dari sumber pertama, biasanya kita sebut dengan 
responden.
24
 Data primer yaitu data yang hanya dapat kita peroleh 
dari sumber asli atau pertama. Seperti: Kitab Undang-Undang 
Hukum Pidana (KUHP) tentang pembunuhan berencana, Al-
Qur’an, Hadist, Tafsir Al-Qur’an, Fiqh Jinayah. 
b. Bahan Hukum Sekunder  
Bahan Hukum Sekunder adalah data yang diperoleh dengan 
lebih mudah dan cepat karena sudah tersedia, misalnya 
kepustakaan, berupa buku-buku, bahan-bahan laporan, internet 
seperti jurnal hukum, artikel,
25
 serta bahan literatur lainnya yang 
berhubungan dengan pembahasan penelitian ini 
c. Bahan Hukum Tersier 
Bahan hukum tersier adalah bahan pengunjung yang 
memberikan penunjang maupun penjelasan dipergunakan untuk 
melengkapi ataupun menunjang data penelitian.
26
 Bahan hukum 
tersier bisa berupa informasi yang diperoleh dari eksiklopedi 
hukum, media internet, dan lain sebagainya. 
 
 
                                                 
       
24
 Jonathan Sarwono, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif,  (Yogyakarta: Graha Ilmu, 
2006), hlm. 16. 
 
       
25
 Ibid, hlm. 124. 
 
       
26
 Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 
hlm.185. 
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3. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis adalah 
melalui dokumentasi dalam penelitian ini penulis akan menggunakan 
teknik pengumpulan data dengan metode studi dokumentasi. Studi 
dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif 
dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat 
oleh subjek sendiri atau oleh orang lain tentang subjek.
27
  
4. Teknik Analisa Data 
Analisis data merupakan tahapan penting dalam mengelola dan 
membunyikan data. Analisis data (kualitatif) pada yang digunakan  
merupakan proses mengeorganisasi data menurut tema-tema yang 
muncul sesuai dengan tujuan penelitian (kategorisasi) dan kemudian 
menginterprestasikannya.
28
 Data yang telah dikumpulkan dengan 
dokumentasi tersebut selanjutnya dianalisis dengan menggunakan 
metode analisis deskriptif kualitatif. 
Setelah pengumpulan data melalui penelusuran, membaca dan 
mencatat tindakan selanjutnya dengan penganalisaan data tentang 
tinjauan hukum pidana Islam terhadap tindak pidana pembunuhan 
berencana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 
 
 
                                                 
       
27
 Haris, Herdiansyah, Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial, (Jakarta: 
Salemba Humanika, 2012), hlm. 143. 
 
       
28
 Sri Hapsari Wijiyanti Dkk, Bahasa Indonesia Penulisan Dan Penyajian Karya Ilmiah, 
(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 222. 
22 
 
 
 
G. Sistematika  Penulisan 
Untuk memperjelas gambaran tentang skripsi penelitian ini, 
peneliti membagi kedalam lima bagian : 
Bab I, pada bagian ini merupakan pendahuluan yang berisi latar 
belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian, kerangka 
teori, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan. 
Bab II, pada bab ini membahas tentang landasan teori tinjauan 
umum tindak pidana pembunuhan berencana yang dibagi menjadi : A. 
Tinjauan umum tentang tindak pidana yang terdiri dari: 1. Pengertian 
tindak pidana 2. Unsur-Unsur tindak pidana 3. Pembagian tindak pidana 
B. Pengertian pembunuhan C. Macam-macam pembunuhan D. Hukum 
Pidana Islam.  
Bab III, pada bab ini membahas tentang deskripsi data penelitian 
tindak pidana pembunuhan berencana dalam Kitab Undang-Undang 
Hukum Pidana yang dibagi menjadi: A. Pengertian pembunuhan 
berencana, B. Hukuman tindak pidana pembunuhan berencana. 
Bab IV, Menghasilkan Analisis terhadap tinjauan hukum pidana 
Islam terhadap tindak pidana pembunuhan berencana dalam Kitab 
Undang-Undang Hukum Pidana. 
Bab Kelima, menghasilkan penutup yang berisi kesimpulan dan 
saran-saran hasil penelitian terhadap bagaimana latar belakang perumusan 
tinjauan hukum pidana Islam terhadap tindak pidana pembunuhan 
berencana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 
23 
 
 BAB II 
TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA 
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana 
1. Pengertian Tindak Pidana  
a. Menurut Hukum Positif 
Tindak pidana dalam istilah bahasa belanda diterjemahkan 
dengan “strafbaar feit”, yang secara teoritis merupakan kreasi 
daripada ahli hukum belanda dengan Indonesia hingga saat ini. 
Selain istilah strafbarfeit ada juga yang memakai istilah lain yaitu 
delict yang berasal dari bahasa latin delictum, yang berbeda dengan 
delict yang sudah sepakati yang kemudian diterjemahkan dengan 
“delik”.1 
Delik yang dalam bahasa belanda disebut strafbaar feit, 
terdiri atas tiga kata, yaitu straf, baar, dan feit. Masing-masing 
memiliki arti:
2
 
1) Straf diartikan sebagai pidana dan hukum, 
2) Baar diartikan sebagai dapat dan boleh, 
3) Feit diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran, dan 
perbuatan. 
Jadi istilah Strafbaar feit adalah peristiwa yang dapat 
dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana. Sedangkan delik 
                                                 
       
1
 Rasyid Ariman dan Fahmi Raghib, Hukum Pidana, (Malang: Setara Press, 2016), hlm.57. 
 
       
2
 Amir Ilyas, Asas-Asas Hukum Pidana, (Yogyakarta: Mahakarya Rangkang Offset, 2012) 
hlm.18. 
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dalam bahasa asing (latin) delict yang artinya suatu perbuatan yang 
pelakunya dapat dikenakan hukuman (pidana).
3
 Kemudian dari 
uraian diatas tentang tindak pidana munculah istilah-istilah yang 
ada dalam berbagai literatur hukum sebagai terjemah dari istilah 
staffbaar feit antara lain: 
a) Moeljatno Memberikan definisi lebih lanjut mengenai tindak 
pidana adalah tindakan yang dilarang oleh suatu aturan hukum 
larangan yang mana disertai ancaman atau sanksi yang berupa 
pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan 
tersebut.
4
 
b) Tindak pidana menurut simons adalah sebagai suatu perbuatan 
(handeling) yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, 
bertentangan dengan hukum (onrechtmatig) dilakukan dengan 
kesalahan (scuhld) oleh seseorang yang mampu bertanggung 
jawab.
5
 
c) Menurut vos delik adalah feit atau perbuatan yang dinyatakan 
dapat dihukum oleh undang-undang.
6
 
Dalam konsep KUHP tindak pidana diartikan sebagai 
perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh 
                                                 
       
3
Amir Ilyas, Asas-Asas Hukum Pidana..., hlm.19. 
 
       
4
 Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, (Jakarta: Reneka Cipta, 2008), hlm. 59. 
 
       
5
Roni Wiyanto, Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia, (Bandung: Mandar Maju, 2012), hlm. 
160. 
 
       
6
 Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana, (Jakarta: 
Kencana, 2014), hlm. 37. 
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peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang 
dilarang dan diancam dengan pidana.
7
 
Dengan demikian pengertian sederhana dari tindak pidana 
adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang melanggar 
hukum yang mana sudah diatur dalam Kitab Undang-Undang 
Hukum Pidana maupun Undang-Undang yang mana perbuatan 
tersebut akan dikenai sanksi berat dan ringannya sesuai dengan 
tindakan yang dilakukan.  
b. Menurut Hukum Pidana Islam 
Para fuqaha sering pula menggunakan istilah Jināyah atau 
Jari>mah, karena istilah Jināyah mempunyai kandungan arti yang 
sama dengan istilah Jināyah baik dari segi bahasa maupun dari segi 
istilah. Dari segi bahasa jari>mah merupakan kata jadian (mașdar) 
dengan asal kata jari>ma yang artinya berbuat salah, sehingga 
jari>mah mempunyai arti perbuatan salah.8 Dalam segi istilah 
jari>mah secara umum diartikan :  
.ِوِْكر َت يَلَع ٌبِقاَعُم ِِوٌبرْوُماَم ُلْعِف ِكْر َتَوا ِوِلْعِف يَلَع ٍبِقاَعُم ٍماَّرَُمُ ِلْعِفْلا ُناَي ُِثا 
 
“Melakukan perbuatan yang diharamkan yang dikenal dengan 
sanksi atas melakukan perbuatan itu atau meninggalkan perbuatan 
yang diperintahkan yang dikenai sanksi atau meninggalkan 
perbuatan tersebut”. 
 
 
 
                                                 
       
7
 R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap 
Dengan Pasal-Pasalnya, (Bogor: Politeia, 1995), hlm. 27. 
 
       
8
 Makhrus Munajat, Hukum Pidana Islam di Indonesia, (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm.3.  
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Dari segi istilah jarimah diartikan: 
 
.ٍرِْيزْع َتَْوا ٍّدَبِ اَه ْ نَع َلَاَع َت ُاللهَرَجَز ٌةَيِعْرَش ٌتَارُوظَْمُ 
 
“Larangan-larangan syara‟ yang diancam oleh Allah dengan 
hukuman atau ta‟zir”. 
 
Menurut Abdul Qadir Audah tindak pidana yaitu:  
 ِا ِءاَهَقُفْلا ِحَلاِطْص ِءلاا ْفِ ا ََّمأ ُوَبَسَتِْكااَمَو ٍّرَش ْنِم ُءْرَمْلا ِوْيِنَْيَاَمَل ٌمْسِا ًةَُغل َُةياَِنْلْا ٌمْس
 ْعِفْلا َعَقَو ٌءاَوَس اًعْرَش ٍمَرَُمُ ٍلْعِِفل.َكِلَذ ُر ْ يَغَْوا ٍلاَمَْوا ٍسْف َن يَلَع َل 
 
“Jināyah menurut bahasa adalah nama dari tindak pidana yang 
dilakukan oleh seseorang yang ia lakukan, dan menurut istilah 
ialah nama dari perbuatan yang diharamkan oleh syari‟at baik 
perbuatan itu terhadap jiwa, atau harta atau hal yang lainnya”.9 
  
Dari definisi yang diberikan oleh para fuqaha diatas dapat 
diambil kesimpulan bahwa istilah tindak pidana atau jari>mah yaitu 
mengerjakan perbuatan yang dilarang maupun meninggalkan 
perbuatan yang dilarang oleh syara‟ yang mana perbuatan tersebut 
dapat menimbulkan bahaya bagi jiwa, harta dan lain sebagainya. 
Kebanyakan para fuqaha menggunakan istilah Jināyah hanya untuk 
perbuatan yang berkaitan dengan jiwa atau anggota badan, seperti 
membunuh, melukai menggugurkan kandungan dan lain 
sebagainya. 
Dapat diambil pengertian bahwa kata jari>mah identik 
dengan pengertian yang disebut dalam hukum positif sebagai 
tindak pidana atau pelanggaran. Maksudnya adalah satuan atau 
                                                 
       
9
 Abdul Qadir Audah, Al-tasri‟ Al-jinai Al-islami, (Beurit: Muatsatsah Al-risalah, 1998), Jilid 
I, hlm. 67.  
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sifat dari suatu pelanggaran hukum. Dalam hukum positif, contoh-
contoh jari>mah antara lain: jari>mah pencurian, jari>mah 
pembunuhan dan sebagainya dan diistilahkan dengan tindak pidana 
pencurian, tindak pidana pembunuhan dan sebagainya. 
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana 
a. Menurut Hukum Positif 
Setiap tindak pidana yang terdapat didalam KUHP itu pada 
umumnya dapat dijabarkan kedalam unsur-unsur yang dapat dibagi 
menjadi 2 (dua) macam yaitu:
10
 
1) Unsur-unsur Subjektif 
Unsur-unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat 
pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku 
dan termasuk kedalamannya yaitu segala sesuatu yang 
terkandung didalam hatinya, dimana unsur-unsur subjektif dari 
sesuatu tindak pidana itu adalah: 
a. Kesengajaan atau tidak kesengajaan (dolus atau culpa), 
Maksud atau voornemen pada suatu percobaan atau poging 
seperti yang dimaksud didalam Pasal 53 ayat 1 KUHP, 
b. Macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat 
misalnya didalam kejahatan pencurian, penipuan, 
pemerasan, pemalsuan dan lain-lain, 
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 P.A.F. Lamintang dan Francicus Theojunior Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana di 
Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 192-193. 
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c. Merencanakan terlebih dahulu atau voorbedachte raad 
seperti yang misalnya terdapat didalam kejahatan 
pembunuhan menurut pasal 340 KUHP, 
d. Perasaan takut atau vress seperti antara lain yang terdapat 
didalam rumusan tindak pidana menurut pasal 308 KUHP. 
2) Unsur-Unsur Objektif 
Unsur-unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada 
hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu didalam keadaan-
keadaan yang mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus 
dilakukan, dimana unsur-unsur objektif dari suatu tindak 
pidana itu adalah:
11
 
a. Sifat melanggar hukum atau wederrechtelijkheid, 
b. Kualitas dari sipelaku, misalanya “keadaan sebagai seorang 
pegawai negeri” didalam kejahatan jabatan menurut Pasal 
415 KUHP atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris 
dari suatu perseroan terbatas” didalam kejahatan menurut 
Pasal 398 KUHP, kausalitas, yakni hubungan antara 
sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu 
kenyataan sebagai akibat.
12
 
Buku II KUHP memuat rumusan-rumusan perihal tindak 
pidana tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan, dan buku 
                                                 
       
11
 Ibid. 
 
        
12
 P. A. F. Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana di 
Indonesia..., hlm, 193-194.  
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II memuat pelanggaran. Ternyata ada unsur yang selalu disebutkan 
dalam setiap rumusan, yaitu mengenai tingkah laku/perbuatan 
walaupun ada pengecualian seperti pasal 351 (penganiayaan). 
Unsur kesalahan dan melawan hukum kadang-kadang 
dicantumkan, seringkali juga tidak dicantumkan dan sama sekali 
tidak dicantumkan mengenai unsur kemampuan tidak 
bertanggungjawab. Disamping itu, banyak mencantumkan unsur-
unsur lain baik sekitar mengenai objek kejahatan maupun 
perbuatan secara khusus untuk rumusan tertentu. Dari rumusan-
rumusan tindak pidana dalam KUHP ini, dapat diketahui adanya 11 
unsur tindak pidana, yaitu:
13
 
1) Unsur tingkah laku; 
2) Unsur melawan hukum; 
3) Unsur kesalahan; 
4) Unsur akibat konstitutif; 
5) Unsur keadaan yang menyertai; 
6) Unsur syarat tambahan untuk dapat dituntut pidana; 
7) Unsur tambahan untuk memperberat pidana; 
8) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana; 
9) Unsur objek hukum tindak pidana; 
10) Unsur kaulitas subjek hukum tindak pidana; 
11) Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana. 
                                                 
       
13
 Penji, “Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Hukuman Mati Bagi Pelaku Pembunuhan “Sadis” 
(Analisis Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor: 1036/Pid/2008/PN.DPK)”. Skripsi, UIN 
Raden Fatah Palembang, Palembang, 2016, hlm. 32-33.  
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b. Menurut Hukum Pidana Islam 
Ditinjau dari unsur-unsur jari>mah atau tindak pidana rukun 
jari>mah dapat dikategorikan mejadi dua jenis, pertama unsur umum 
artinya unsur-unsur yang harus terpenuhi pada setiap jarimah. 
Kedua unsur khusus yaitu unsur-unsur yang harus terpenuhi pada 
jari>mah tertentu. Objek utama kajian fiqh jina>yah dapat dibedakan 
menjadi tiga bagian, yaitu:
14
 
1) Al-rukn al-syar’i atau unsur formil ialah unsur yang 
menyatakan bahwa seseorang dapat dinyatakan sebagai pelaku 
jarimah jika ada undang-undang yang secara tegas melarang 
dan menjatuhkan sanksi kepada pelaku tindak pidana. 
2) Al-rukn al-maḍi atau unsur materiil ialah unsur yang 
menyatakan bahwa seseorang dapat dijatuhkan pidana jika ia 
benar-benar terbukti melakukan sebuah jari>mah, baik yang 
bersifat positif (aktif dalam melakukan sesuatu), maupun yang 
bersifat negatif (pasif dalam melakukan sesuatu). 
3) Al-rukn al-adābi atau unsur moril ialah unsur yang menyatakan 
bahwa seseorang dapat dipersalahkan jika ia bukan orang gila, 
anak dibawah umur, atau sedang berada dibawah ancaman.  
Kedua unsur khusus, yaitu unsur yang hanya terdapat pada 
peristiwa pidana (jarimah) tertentu dan berbeda antara unsur 
khusus pada jenis jarimah satu dengan jarimah lainnya. Misalnya 
                                                 
       
14
 M. Nurul Irfan dan Masyrofah, Fiqh Jinayah, (Jakarta: Amzah, 2015), hlm.2.  
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pada jarimah pencurian, harus terpenuhi unsur perbuatan dan 
benda, dan unsur khusus yang terdapat dalam jarimah pencurian 
tidak sama dengan jarimah hirābah (penyamunan), karena 
pelakunya harus mukallaf, membawa senjata jauh dari keramaian 
dan menggunakan senjata.
15
 
3. Pembagian Tindak Pidana 
a. Menurut Hukum Positif 
1) Menurut KUHP, Perbuatan-perbuatan pidana atau disebut 
dengan tindak pidana menurut sistem KUHP dibagi atas 
kejahatan (misdrijven) dan pelanggaran (overtredingen). 
Pembagian dalam dua jenis ini, tidak ditentukan dengan nyata-
nyata dalam suatu Pasal KUHP tetapi sudah dianggap demikian 
adanya, dan ternyata antara lain dari pasal 4, 5, 39, 45 dan 53 
buku ke-I, buku ke-II tentang kejahatan dan buku ke-III tentang 
pelanggaran.
16
 
Namun demikian oleh ilmu pengetahuan hukum 
mencoba lebih lanjut memberikan ukuran perbedaan kejahatan 
dan pelanggaran sebagai berikut:
17
 
a) Kejahatan adalah recht delicht, yakni perbuatan yang 
bertentangan dengan kepentingan hukum. Dan pelanggaran 
                                                 
       
15
 Makhrus Munajat, Hukum Pidana Islam di Indonesia)..., hlm. 11-12.  
 
       
16
 Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana..., hlm. 78. 
 
        
17
 Hanifah Azwar, Penyertaan Dalam Pembunuhan Berencana Dalam Hukum Islam Dan 
Hukum Positif, Skripsi, Fakultas Syari‟ah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif 
Hidayatullah, Jakarta, 2011, hlm.27-28. 
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adalah wet delicht, perbuatan yang tidak menaati larangan 
atau keharusan yang ditentukan oleh penguasa negara. 
b) Kejahatan adalah memperkosa suatu kepentingan hukum 
(krenkings delicten) seperti pembunuhan, pencurian dan 
sebagainya. Sedangkan pelanggaran adalah perbuatan yang 
hanya membahayakan kepentingan hukum, seperti 
menabrak dan melewati lampu merah, dan lain-lain. 
2) Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana 
formil (formil delicten) dan tindak pidana materiil (materiel 
delicten).
18
 
Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang 
dirumuskan sedemikian rupa, sehingga memberikan arti bahwa 
inti larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan 
tertentu. Sedangkan tindak pidana materiil, inti larangan adalah 
pada menimbulkan akibat yang dilarang, karena itu siapa yang 
menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang 
dipertanggungjawabkan dan dipidana. 
3) Berdasarkan bentuk kesalahannya, dibedakan antara tindak 
pidana sengaja (doleus delicten) dan tindak pidana tidak 
dengan sengaja (culposi delicten), tindak pidana sengaja adalah 
tindak pidana yang dalam rumusannya dilakukan dengan 
kesengajaan atau mengandung unsur kesengajaan, sedangkan 
                                                 
        
18
 Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bab I (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 
2002), hlm. 124-125. 
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tindak pidana culpa adalah tindak pidana yang dalam 
rumusannya mengandung unsur culpa dan tindak pidana culpa 
adalah tindak pidana yang unsur kesalahnnya adalah berupa 
kelalaian, karena kurang hati-hati, dan tidak karena 
kesengajaan. 
4) Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara 
tindak pidana aktif/positif dapat juga disebut tindak pidana 
komisi (delicta comissionis) dan tindak pidana pasif/negatif, 
disebut juga tindak pidana omisi (delicta ommisionis), tindak 
pidana aktif adalah tindak pidana yang perbuatannya 
merupakan perbuatan aktif (positif). Perbuatan aktif adalah 
perbuatan yang untuk mewujudkannya disyaratkan adanya 
gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat. Perbuatan aktif 
ini terdapat baik dalam tindak pidana yang dirumuskan secara 
formil maupun secara materiil.
19
  
Sedangkan tindak pidana pasif adalah didalam tindak 
pidana pasif ada suatu kondisi atau keadaan tertentu yang 
mewajibkan seseorang dibebani kewajiban hukum untuk 
berbuat tertentu, yang apabila ia tidak melakukan perbuatan itu 
maka ia telah melanggar kewajiban hukumanya tadi, di sini ia 
telah melakukan tindak pidana pasif, tindak pidana ini dapat 
juga disebut tindak pidana pengabaian suatu kewajiban hukum. 
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 Ibid. 
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5) Delik aduan dan delik biasa 
Delik aduan (klachtelict) adalah tindak pidana yang 
penuntutannya hanya dilakukan atas dasar adanya pengaduan dari 
pihak yang berkepentingan atau terkena. Misalnya: penghinaan, 
perzinaan, pemerasan. Jumlah delik aduan ini tidak banyak dalam 
KUHP. Siapa yang dianggap berkepentingan, tergantung dari jenis 
deliknya dan ketentuan yang ada.
20
 
Terdapat dua jenis delik aduan, yaitu delik aduan absolute 
yang penuntutannya berdasarkan pengaduan, dan delik relative 
disini karena adanya hubungan istimewa antara pelaku dan korban, 
misalnya: pencurian dalam keluarga (pasal 267 ayat (2) dan (3) 
KUHP.
21
 
b. Menurut Hukum Pidana Islam 
Ulama‟ fiqh membagi jarimah dilihat dari berbagai segi:22 
1) Jari>mah dilihat dari segi berat ringannya hukuman ada tiga 
macam, yaitu ḥudūd, qiṣāṣ diyat, dan ta’zi >r.  
a) Jari>mah ḥudūd yaitu perbuatan yang melanggar hukum 
yang jenis hukumannya ditentukan oleh nas, yaitu 
hukuman had (hak Allah). Kemudian untuk  hudud ditinjau 
dari segi materi jarimah terbagi menjadi tujuh macam, 
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yaitu: Zina, Menuduh zina, Pencurian, Perampokan atau 
penyamunan (hira>bah), Pembrontakan, Minum-minuman 
keras, Riddah (murtad). Dan macam-macam jari>mah ḥudu>d 
ditinjau dari segi domiansi hak terdapat dua jenis ḥudu>d 
yaitu:
23
 
(1) Jari>mah ḥudu>d yang termasuk hak Allah, pengertian 
hak Allah menurut Abu Ya‟la yaitu semua jenis sanksi 
yang wajib diberlakukan kepada pelaku karena ia 
meninggalkan semua hal yang diperintahkan, seperti 
meninggalkan sholat, puasa, zakat, dan haji. 
(2) Ḥudūd yang termasuk hak manusia, menurut Abu 
Ya‟la yaitu semua jenis sanksi yang diberlakukan 
kepada seseorang karena ia melanggar larangan Allah, 
seperti berzina, mencuri dan minum khamr.  
b) Jarimah qiṣāṣ menurut Al-jurjani yaitu menggunakan 
sebuah tindakan (sanksi hukum) kepada pelaku persis 
seperti tindakan yang dilakukan oleh pelaku tersebut 
(terhadap korban).
24
 Termasuk dalam kategori jarimah 
qiṣāṣ yaitu:25 
(1) Pembunuhan sengaja (al-qatl al-„amd),  
(2) Pembunuhan semi sengaja (al-qatl syibh al-„amd),  
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(3) Pembunuhan keliru (al-qatl al-khata‟),  
(4) Penganiayaan sengaja (al-jarh al-„amd),  
(5) Penganiayaan salah (al-jarh al-khata‟). 
Pembunuhan yang dikenai qiṣāṣ harus sudah baligh, 
berakal, sengaja membunuh, dan dalam keadaan tidak 
terpaksa, penentuan terhadap syarat ini menjadi 
kewenangan hakim. Syarat ini tidak langsung menjadikan 
pembunuhnya di qiṣāṣ, tetapi bergantung pada ketentuan 
yang berlaku terhadap korban. Korban pembunuhan harus 
memenuhi syarat terlindung darahnya yaitu orang Islam 
yang tidak melakukan zina muhṣān, bukan bagian dari 
keluarga pembunuh, dan bukan milik pembunuh.
26
 
Korban pembunuhan juga bukan anak dari 
pembunuh kecuali anak membunuh bapaknya maka dikenai 
hukuman qiṣāṣ dan seorang tuan yang membunuh 
budaknya maka tidak dikenai hukuman ta’zi >r akan tetapi 
senaliknya jika seorang membunuh tuannya maka sang 
budak dikenai hukuman qiṣāṣ.27 
c) Jari>mah ta’zi >r yaitu memberi pelajaran, artinya suatu 
jari>mah yang diancam dengan hukum ta’zi >r yaitu hukuman 
selain had dan qiṣāṣ. Hukuman dalam jari>mah ta’zi >r tidak 
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ditentukan ukurannya atau kadarnya, artinya untuk 
menentukan batas terendah dan tertinggi diserahkan 
sepenuhnya kepada hakim (penguasa).
28
 
2) Pembagian jari>mah menurut niat si pelaku, dibagi menjadi dua 
macam, yaitu: 
a) Jari>mah maqṣūdah (tindak pidana yang ada unsur 
kesengajaan) yaitu si pembuat dengan sengaja melakukan 
perbuatan, sedang ia tahu perbuatan itu dilarang. 
b) Jari>mah gairu maqṣūdah (tindak pidana yang tidak 
disengaja) yaitu si pembuat tidak sengaja tidak sengaja 
melakukan perbuatan yang dilarang, akan tetapi perbuatan 
tersebut terjadi akibat kekeliruan 
3) Jenis jari>mah berdasarkan sikap berbuat atau tidak berbuat, 
dibagi menjadi dua macam, yaitu:
29
 
a) Jari>mah ija>biyah (jarimah positif) yaitu si pembuat 
melakukan perbuatan yang dilarang syara‟ atau undang-
undang. 
b) Jari>mah sala>biyyah (jarimah negatif) yaitu si pembuat tidak 
melakukan sesuatu yang diperintahkan oleh undang-undang 
atau syara‟ seperti tidak membayar zakat, tidak memberi 
makan orang yang ditahan. 
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4) Jari>mah dilihat dari siapa yang menjadi korban, dibagi menjadi 
dua macam: 
a) Jari>mah masyarakat ialah jari>mah yang pemberlakuan 
sanksinya untuk mejaga atau melindungi kepentingan 
umum. Adapun yang termasuk dalam jari>mah ini adalah 
jarimah zina, menuduh zina, sariqa>h atau pencurian, 
hirābah atau perampokan dan minum-minuman keras. 
b) Jari>mah perorangan yaitu suatu jari>mah yang hukuman 
diterapkan kepada sipelaku untuk melindungi kepentingan 
perorangan, meskipun tidak lepas dari kepentingan 
masyarakat. Adapun yang termasuk dalam jari>mah ini 
adalah qiṣāṣ diyat yaitu pembunuhan sengaja, pembunuhan 
semi sengaja dan pelukaan karena keliru. 
B. Macam-Macam Pembunuhan 
1. Menurut Hukum Positif 
Tentang kejahatan terhadap jiwa manusia terdapat dalam 
KUHP Pasal 338-350 tentang kejahatan terhadap nyawa, pembunuhan 
dilihat dari kesalahan dan sasaran si pelaku diperinci atas dua golongan 
yang pokok :
30
 
a. Kejahatan yang ditunjukan terhadap jiwa manusia yang dilakukan 
dengan sengaja, terdapat dalam Bab XIX Pasal 338 -350 KUHP. 
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b. Kejahatan yang ditunjukan terhadap jiwa manusia yang terjadi 
karena kealpaan, terdapat dalam Pasal 359 KUHP. 
Secara umum bentuk kejahatan terhadap nyawa dapat 
dikelompokan menjadi tiga jenis dalam KUHP sebagai berikut :
31
 
1) Tindak pidana pembunuhan dengan sengaja. 
a) Pembunuhan Biasa (Pasal 338 KUHP) 
b) Pembunuhan disertai perbuatan lain (Pasal 339 KUHP) 
c) Pembunuhan yang direncanakan (Pasal 340 KUHP) 
d) Pembunuhan terhadap anak (Pasal 341 KUHP) 
e) Pembunuhan anak yang direncanakan (Pasal 342 KUHP) 
f) Pembunuhan atas permintaan si korban (Pasal 344 KUHP) 
g) Percobaan bunuh diri (Pasal 345 KUHP) 
h) Pembunuhan menggugurkan kandungan (Pasal 346 KUHP) 
i) Tindak pidana terhadap gugurnya kandungan tanpa izin (Pasal 
347 KUHP) 
j) Tindak pidana gugurnya kandungan atas izin perempuan (Pasal 
348 KUHP) 
k) Tindak pidana yang dilakukan oleh tabib (Pasal 349 KUHP) 
2) Tindak pidana pembunuhan dengan tidak sengaja. 
a) Kelalain membuat mati orang lain (Pasal 359 KUHP) 
b) Kelalaian membuat orang luka berat (Pasal 360 KUHP) 
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c) Kelalaian dalam jabatan membuat orang mati (Pasal 361 
KUHP) 
3) Tindak pidana terhadap tubuh. 
2. Menurut Hukum Pidana Islam 
Hukum Islam menetapkan bahwa faktor niat sebagai hal yang 
sangat menentukan bobot perkerjaan atau perbuatan yang dilakukan 
manusia, Nabi Muhammad Saw menyatakan bahwa amal manusia 
ditentukan oleh niat dalam hatinya sesuai dengan hadist yang 
diriwatkan oleh Imam Bukhori. Bagi manusia diberlakukan 
perbuatannya berdasarkan apa yang diniatkannya :
32
 
ىراخبلا هاور ...تاينلبا لامعلاا انما 
Jadi oleh karena itu, hukum Islam membagi perbuatan 
pembunuhan menjadi tiga macam:
33
 
1) Pembunuhan Sengaja (دمعلا لتق) yaitu pembunuhan yang diniatkan 
sipelaku. Hukuman yang diterapkan untuk pelaku pembunuhan 
dengan sengaja adalah qiṣāṣ atau sebaliknya dimaafkan oleh wali 
keluarga si terbunuh.  
Begitu juga hadist Nabi yang menyatakan bahwa keluarga 
si terbunuh berhak menentukan salah satu dari dua pilihan, yaitu 
menuntut denda sejumlah tertentu atau membunuh sipelaku.  
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 ول لتق نم :لاق صلى الله عليه وسلم بىنلا نأ ونع الله ىضر ةريرى بىا نع ملسمو ىراخبلا هاور
.لتقي نأاماو ىدتفي نأاما :نيرظنلا يربخ وهف ليتق 
 
Berdasarkan definisi diatas, untuk dapat dikatakan suatu 
kejahatan terhadap nyawa sebagai pembunuhan disengaja, paling 
tidak harus ada tiga unsur pokok yang harus dipenuhi dalam tindak 
pidana pembunuhan sengaja.
34
 
a) Korban yang dibunuh adalah manusia hidup. 
b) Kematian adalah hasil dari perbuatan pelaku. 
c) Pelaku tersebut menghendaki terjadinya kematian (bermaksud 
melakukan pembunuhan) 
d) Alat yang digunakan dalam pembunuhan sengaja dapat 
mematikan korban. 
Dan jika semua unsur sudah terpenuhi maka untuk 
pembunuham sengaja maka akan dikenakan hukuman qiṣāṣ. Nash 
yang mewajibkan hukuman qiṣāṣ ini tidak hanya berdasarkan Al-
qur‟an, tetapi juga hadis Nabi dan tindakan para sahabat.35  
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2) Pembunuhan semi-sengaja (دمعلا وبش لتق) yaitu pembunuhan yang 
dengan tidak sengaja ingin membunuh. Misalnya, sengaja 
memukul seseorang dengan suatu alat yang biasanya tidak akan 
berakibat kematian seperti : lidi atau kayu kecil, melempar dengan 
batu kerikil dan lain sebagainya, dan akibat perbuatan tersebut  
Sayid Sabiq mendifinisikan bahwa perbuatan semi sengaja 
yakni seorang mukallaf bermaksud memukul orang tersebut yang 
dilindungi darahnya dengan suatu alat yang galibnya tidak 
mematikan seperti memukul dengan tongkat atau batu kecil atau 
menampar dengan tangan dan semestinya.
36
 Hukuman untuk 
pembunuhan semi sengaja ini adalah tidak menyebabkan qiṣāṣ, 
tetapi wajib membayar diyat mugallażah (diyat besar) yang berikan 
kepada kerabat terbunuh yasng bisa diangsur selama tiga tahun.
37
 
Dalam pembunuhan semi sengaja ini ada 3 unsur yaitu:
38
 
1. Pelaku melakukan perbuatan yang mengakibatkan kematian. 
2. Ada maksud penganiayaan atau permusuhan (jadi bukan niat 
membunuh) 
3. Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan pelaku dengan 
kematian korban. 
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3) Pembunuhan karena kekeliruan, yaitu pembunuhan yang dilakukan 
oleh seseorang terhadap orang lain tapi niat sama sekali tidak untuk 
mencederai orang tersebut, tapi yang dituju adalah makhluk lain,  
misalnya seseorang ingin menembak rusa, tapi yang kena manusia 
sehingga membuatnya mati. 
Sebagai contoh dapat dikemukakan bahwa ketika seseorang 
membuat lubang besar atau sumur di satu tempat lalu ada orang 
yang tercebur dan meninggal dunia karenanya.
39
 Pembunuhan 
tidak sengaja unsur-unsurnya yaitu:
40
 
a) Adanya perbuatan yang menyebabkan kematian. 
b) Terjadinya perbuatan itu karena kesalahan. 
c) Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan kesalahan dan 
kematian korban. 
Sanksi Pokok pembunuhan karena kesalahan adalah diyat 
dan kaffarat. Hukuman penggantinya adalah puasa dan ta’zi >r, dan 
hukuman tambahnnya adalah hilangnya hak waris dan hak 
mendapat wasiat.
41
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C. Pengertian Pembunuhan Berencana 
Pembunuhan berencana merupakan salah satu jenis kejahatan 
terhadap nyawa yaitu pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja dan 
terencana terlebih dahulu yang mengakibatkan hilangnya nyawa 
seseorang, adapun pengertian pembunuhan berencana menurut beberapa 
ahli hukum pidana yaitu: 
1. Menurut R. Tersna pembunuhan berencana adalah tidak ada ketentuan 
barapa lamanya harus berlaku diantara saat timbulnya maksud (niat) 
untuk melakukan perbuatan itu dengan saat dilaksanakannya, akan 
tetapi nyatalah harus ada waktu yang mana ia dapat menggunakan 
pikiran yang tenang guna merencanakan segala sesuatunya.
42
 
2. Menurut Simons. P.A.F Lamintang pembunhan berencana adalah 
orang yang dapat berbicara adanya perencanaan lebih dulu, jika untuk 
melakukan suatu tindak pidana itu telah menyusun keputusannya 
dengan mempertimbangkannya tentang kemungkinan-kemungkinan 
tentang akibat-akibat dari tindakan antara waktu dari seorang pelaku 
menyusun rencananya dengan waktu pelaksanaannya dari rencana 
tersebut selalu harus terdapat jangka waktu tertentu, dalam hal seorang 
pelaku dengan segera melaksanakan apa yang ia maksud untuk 
dilakukan, kiranya sulit untuk berbicara tentang adanya suatu 
perencanaan terlebih dahulu.
43
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3. Menurut R. Soesilo mengatakan direncanakan terlebih dahulu 
(voorbedacbte) yaitu: antara timbulnya maksud untuk membunuh 
dengan pelaksanaanya itu masih ada tempo bagi si pembuat untuk 
dengan tenang memikirkan misalnya dengan cara bagaimanakah 
pembunuhan itu akan dilakukannya.
44
 
Dari pengertian beberapa ahli diatas dapat diambil sebuah 
kesimpulan bahwa pembunuhan berencana adalah (moord) yaitu 
pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja dan direncanakan terlebih 
dahulu untuk melakukan menghilangkan nyawa orang lain dan adanya 
jangka waktu apabila seseorang saat akan melakukan pembunuhan 
tersebut antara niat dengan pelaksanaanya. 
D. Hukum Pidana Islam 
1. Pengertian Hukum Pidana Islam 
Secara etimologis, fiqh berasal dari kata قفهقفى ه  yang berarti 
faham atau memahami ucapan secara baik. secara terminologis, fiqh 
didefinisikan oleh Wahab Al-Zuhali dan Umar Sulaiman dengan 
mengutip definisi Al-Syafi‟i yaitu ilmu tentang hukum-hukum syariah 
yang bersifat amaliyah yang digali dan ditemukan dari dalil-dalil yang 
terperinci. Kata hukum dalam definisi ini menjelaskan bahwa hal-hal 
yang berada di luar apa yang dimaksud dengan kata “hukum”, seperti 
zat, tidaklah termasuk kedalam pengertian fiqh. Pengguna kata 
syari‟yyah atau syari‟ah dalam definisi ini menjelaskan bahwa fiqh itu 
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menyangkut ketentuan yang yang bersifat syar‟i yaitu segala sesuatu 
yang berasal dari kehendak Allah. Jadi, fiqh adalah ilmu tentang 
hukum-hukum syari‟ah yang bersifat praktis dan merupakan hasil 
mujtahid terhadap dalil-dalil yang terperinci baik yang terdapat dalam 
Al-Qur‟an maupun As-Sunnah. 
Adapun istilah jina>yah yang juga berasal dari bahasa arab dari 
kata ىنج- ىنجي- اينج- ةيانجو  yang berarti melakukan dosa, itulah arti kata 
jina>yah secara etimonologis. Sedangkan secara terminologis jina>yah 
didefinisikan dengan semua perbuatan yang dilarang dan mengandung 
kemadaratan terhadap jiwa atau terhadap selain jiwa, dan wajib 
dijatuhi hukuman qis{a>s{ atau membayar denda.45 Jadi fiqh jinayah 
adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan 
kriminal yang dilakukan oleh orang-orang mukallaf sebagai hasil dari 
pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari Al-Qur‟an dan 
As-Sunnah.
46
 
Pengertian jina>yah yang dikemukakan oleh Abdul Qadir 
„Audah sejalan dengan yang dikemukakan oleh pemikir lain, seperti 
Sayyid Sabiq, menyatakan bahwa jina>yah adalah semua perbuatan 
yang diharamkan, yaitu perbuatan yang diberi peringatan dan dilarang 
oleh syari‟ (Al-Qur‟an dan As-Sunnah) karena akan mendatangkan 
kemadharatan pada agama, jiwa, akal, harta, dan kehormatan. 
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Menurut mazhab Hanafi, ada pemisah dalam pengertian 
jina>yah. Kata jina>yah hanya diperuntukkan bagi semua perbuatan yang 
dilakukan manusia dengan objek anggota badan dan jiwa, seperti 
melukai atau membunuh. Adapaun perbuatan dosa atau perbuatan 
salah yang berkaitan dengan objek atau sasaran barang atau harta 
benda dinamakan ghasab. Oleh karena itu, pembahasan mengenai 
pencurian dipisahkan dari pembahasan jina>yah, yang hanya membahas 
kejahatan  atau pelanggaran terhadap jiwa atau anggota badan. Jadi, 
pembahasan jina>yah dikhususkan bagi kejahatan terhadap jiwa dan 
anggota badan, sedangkan masalah yang terkait dengan kejahatan 
terhadap benda diatur pada bab tersendiri. Adapun mazhab Asy-
Syafi‟i, Maliki, dan Hambali tidak mengadakan pemisahan antara 
perbuatan jahat terhadap jiwa dan anggota badan dengan kejahatan 
terhadap harta benda (pencurian dan kejahatan harta benda lain). Oleh 
karena itu, pembahasan keduanya (kejahatan anggota badan, jiwa, dan 
harta benda) terdapat di dalam jina>yah.47 
Jinayat bentuk jamak (plural) dari jina>yah. Menurut bahasa 
jinayat bermakna penganiayaan pada badan, harta, jiwa. Sedangkan 
menurut istilah, jinayat adalah pelanggaran terhadap badan yang 
didalamnya diwajibkan qis{a>s{ atau diya>t. Jinayat juga bermakna sanksi-
sanksi yang dijatuhkan atas penganiayaan atas badan. Dengan 
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demikian, tindak penganiayaan itu sendiri dan sanksi yang dijatuhkan 
atas penganiayaan badan disebut jinayat.
48
 
Jinayat secara gari besar dibedakan menjadi dua kategori, yaitu 
sebagai berikut: 
1) Jinayat terhadap jiwa, yaitu pelanggaran terhadap seseorang 
dengan menghilangkan nyawa, baik sengaja maupun tidak sengaja. 
2) Jinayat terhadap organ tubuh, yaitu pelanggaran terhadap 
seseorang dengan merusak salah satu organ tubuhnya, atau melukai 
salah satu badannya, baik sengaja maupun tidak sengaja.
49
 
2. Sumber Fiqh Jinayah 
Adapun sumber-sumber dalam fiqh jinayah antara lain, sebagai 
berikut: 
(1) Al-Qur‟an 
Semua ulama sepakat bahwa Al-Qur‟an merupakan sumber 
ajaran Islam, sekaligus sumber hukum Islam yang pertama dan 
yang paling utama. Al-Qur‟an sebagai kitab suci dan sumber yang 
utama diturunkan Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW 
dalam bentuk wahyu, dan divisualkan dalam bentuk huruf Arab 
kemudian dikodifikasikan dalam bentuk mushaf. Mushaf berisi 
ayat-ayat yang diturunkan di kota Mekah atau ayat-ayat Makkiyah 
dan sebagian ayat yang diturunkan di Madinah atau ayat-ayat 
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Madaniyyah. Al-Qur‟an terdiri atas 114 surat dan terbagi dalam 
tiga puluh juz. 
(2) As-Sunnah 
Sunnah sering disamakan dengan hadis, artinya semua 
perkataan, perbuatan dan taqri>r yang disandarkan kepada Nabi 
Muhammad SAW. Taqri>r Nabi adalah perbuatan Rasulullah SAW 
yang disiratkan menyetujui perbuatan yang dilakukan oleh para 
sahabat. Sunnah merupakan sumber hukum kedua setelah Al-
Qur‟an. 
(3) Ijma‟ 
Ijma’ diartikan kesepakatan (al-itifaq) terhadap sesuatu. 
Secara terminologis, ijma’ adalah kesepakatan semua mujtahid dari 
ijma’ umat Muhammad SAW terhadap hukum syara‟ dalam suatu 
masa setelah beliau wafat. Ijma’ merupakan sumber ketiga dari 
hukum Islam.  
(4) Qiya>ṣ  
Qiya>ṣ berasal dari kata qasa, yaqisu, qaisan, artinya 
mengukur dan ukuran. Kata qiya>ṣ diartikan ukuran sukatan, 
timbangan, dan lain-lain yang searti dengan itu, atau pengukuran 
sesuatu dengan yang lain atau penyamaan sesuatu dengan yang 
sejenis. Qiya>ṣ diartikan pula dengan at-taqdi>r wa at-taswiyah, 
artinya menduga dan mempersamakan. 
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Dari beberapa definisi tersebut, dapat dikemukakan secara 
tegas bahwa yang dimaksud dengan qiya>ṣ adalah menetapkan 
hukum perbuatan yang belum ada ketentuannya, berdasarkan 
sesuatu yang sudah ada ketentuan hukumnya. 
(5)  Ijtihad 
Ijtihad berasal dari kata jahda, artinya al-mayaqqah (sulit 
atau berat, susah atau sukar). Secara lughawiyah, kata ijtihad tidak 
cocok jika diterapkan pada jenis perbuatan yang ringan atau mudah 
dilakukan. Menurut istilah, ijtihad adalah menggunakan seluruh 
kesanggupan untuk menetapkan hukum-hukum syariah. Dengan 
jalan mengeluarkannya dari Al-Qur‟an dan As-Sunnah atau 
menghabiskan kesanggupan seorang fuqaha untuk menghabiskan 
zhan (sangkaan) dengan menetapkan hukum syara‟. Orang yang 
melakukannya disebut mujtahid.  
Ijtihad menurut ulama ushul, yaitu mengerahkan daya atau 
kemampuan untuk menghasilkan hukum syara‟ dari dalil-dalil 
syara‟ yang terperinci. Sedangkan Abu Zahrah mengatakan bahwa 
ijtihad adalah mengerahkan segala kemampuan yang terdapat pada 
seorang ahli hukum Islam dalam beristinbath (menggali) hukum 
Islam yang bersifat praktis dari dalil yang terperinci. 
Dari semua definisi tentang ijtihad di atas, maka dapat 
disimpulkan bahwa ijtihad adalah: 
a) Pengerahan akal pikiran para fuqaha atau ushuliyyin 
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b) Menggunakan akal dengan sungguh-sungguh karena adanya 
dalil-dalil yang zhanni dari Al-Qur‟an dan Hadis 
c) Berkaitan dengan hukum syar‟i yang amaliah 
d) Menggali kandungan hukum syar‟I dengan berbagai usaha dan 
pendekatan 
e) Dalil-dalil yang ada diperinci sehingga hilang kezhaniyannya 
f) Hasil ijtihad berbentuk fiqh sehingga mudah diamalkan.50 
3. Asas-Asas Fiqh Jinayah 
Asas mempunyai beberapa pengertian, salah satu diantaranya 
adalah kebenaran yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat. 
Selain itu juga menjadi keterangan atau landasan. Asas hukum berarti 
kebenaran yang dipergunakan sebagai tumpuan berpikir dan alasan 
dalam mengungkapkan suatu argumentasi, terutama dalam penegakan 
dan pelaksanaan hukum. Asas hukum Islam berasal dari Al-Qur‟an dan 
Sunnah Nabi Muhammad SAW baik bersifat rinci maupun bersifat 
umum.
51
 Asas-asas hukum pidana Islam adalah asas-asas hukum yang 
mendasari pelaksanaan hukum pidana Islam diantaranya: 
b. Asas Legalitas 
Asas legalitas adalah suatu asas yang menyatakan bahwa 
tidak ada pelanggaran dan tidak ada hukuman sebelum ada nash 
(ketentuan) yang melarang perbuatan tersebut dan mengancamnya 
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dengan hukuman.
52
 Dasar hukum asas legalitas dalam Islam 
terdapat dalam Al-Qur‟an, Allah SWT berfirman: 
 ىَرُْخأ َرْزِو ٌَةِرزاَو ُِرزَت َلاَو اَه ْ يَلَع ُّلِضَي َا َّنمَِإف َّلَض نَمَو ِوِسْف َِنل يدَتْه َي َا َّنمَِإف ىَدَتْىا ِن َّم
 ًلاوُسَر َثَع ْ ب َن َّتََّح َينِبِّذَعُم اَّنُك اَمَو :ءارسلاا(51)  
Artinya:  
Barangsiapa berbuat sesuai dengan petunjuk (Allah), maka 
sesungguhnya itu untuk (keselamatan) dirinya sendiri; dan 
barangsiapa tersesat maka sesungguhnya (kerugian) itu 
bagi dirinya sendiri. Dan seorang yang berdosa tidak 
dapat memikul dosa orang lain, tetapi Kami tidak akan 
menyiksa sebelum Kami Mengutus seorang rasul. (QS. Al 
Isra‟: 15).53 
c. Asas Tidak Berlaku Surut 
Hukum pidana Islam pada prinsip tidak berlaku surut, hal 
ini sesuai dengan kaidah ةيعجرلا يئانلْا عيرشتلا فِ tidak berlaku surut pada 
pidana Islam, artinya sebelum adanya nas yang melarang perbuatan 
maka tindakan mukallaf tidak bisa dianggap sebagai suatu jari>mah. 
Namun dalam praktiknya ada beberapa jari>mah yang diterapkan 
berlaku surut artinya perbuatan itu dianggap jari>mah walaupun 
belum ada nas yang melarangnya. Asas tidak berlaku surut 
merupakan kelanjutan dari asas legalitas dalam hukum pidana 
Islam. Dalam asas ini, mengandung arti bahwa setiap aturan pidana 
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yang dibuat terkemudian tidak dapat menjerat perbuatan yang 
dilakukan sebelum atauran itu dibuat. 
d. Asas Praduga Tak Bersalah (Principle Of 
Lawfulness/Presumption Of Innocence) 
Menurut asas ini bahwa semua perbuatan dianggap boleh 
kecuali dinyatakan sebaliknya oleh suatu nash hukum. Jadi, setiap 
orang dianggap tidak bersalah untuk suatu perbuatan jahat, kecuali 
dibuktikan kesalahannya pada suatu kejahatan tanpa ada 
keraguan.
54
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BAB III 
TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA DALAM KITAB 
UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA 
A. Pembunuhan Berencana Dalam Kitab Undang-Undang Hukum 
Pidana 
1. Pengertian Pembunuhan Berencana 
Pembunuhan berencana adalah jika si pelaku dalam suatu 
waktu yang cukup untuk melakukan perbuatan tersebut kemudian 
menentukan waktu yang relatif untuk memikir-mikirkan bagaimana 
caranya untuk melakukan perbuatan tersebut, tempat yang digunakan, 
waktu pelaksanaan perbuatan tersebut harus mendukung atau tidak 
sedang dalam keramaian orang-orang, bisa juga menentukan alat yang 
akan digunakan untuk pembunuhan tersebut. Dalam perbuatan tersebut 
adanya unsur ketenangan dalam melakukan kejahatan tersebut agar 
perbuatan tersebut tidak dicurigai bahkan diketahui oleh orang lain. 
Berencana berarti direncanakan lebih dahulu, terjemahan dari 
kata asing met voorbedach rade, antara timbulnya maksud akan 
membunuh dengan pelaksanaannya masih ada tempoh bagi pembuat 
dengan tenang memikirkan dengan cara bagaimana sebaiknya 
pembunuhan itu dilakukan. Tempoh ini tidak terlalu sempit, akan 
tetapi sebaliknya juga tidak perlu terlalu lama, yang penting ialah 
bahwa dalam tempoh itu pembuat dengan tenang masih dapat berfikir–
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fikir, yang sebenarnya ia masih ada kesempatan untuk membatalkan 
niatnya akan membunuh itu.
1
 
Pembunuhan berencana adalah adanya perencanaan lebih 
dahulu, jika untuk melakukan suatu tindak pidana itu telah menyusun 
keputusannya dengan mempertimbangkannya tentang akibat-akibat 
dari tindakan antara waktu dari seorang pelaku menyusun rencananya 
dengan waktu pelaksanannya dari rencana tersebut selalu harus 
terdapat jangka waktu tertentu, dalam hal seorang pelaku dengan 
segera melaksanakan apa yang ia maksud untuk dilakukan, kiranya 
sulit untuk berbicara tentang adanya suatu perencanaan terlebih 
dahulu.
2
 
Dari penjelasan diatas dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa 
pembunuhan berencana yaitu seseorang akan melakukan perbuatan 
pembunuhan berencana atau perbuatan yang dilakukan terencana 
terdahulu, apabila perbuatan tersebut antara maksud dan pelaksanaan 
perbuatan tersebut ada tegang waktu untuk berpikir terlebih dahulu 
serta memikirkan sebab-akibat maupun tata cara pelaksanaan 
perbuatan tersebut, sehingga pada hakekatnya seseorang tersebut ada 
waktu untuk membatalkan maupun melaksanakan perbuatan tersebut. 
Adapun pengertian pembunuhan berencana dalam Pasal 340 
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu:  
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Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana lebih dahulu 
merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan 
dengan rencana (moord), dengan pidana mati atau pidana 
penjara seumur hisup atau selama waktu tertentu, paling lama 
dua puluh tahun. 
 
Dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa pembunuhan 
berencana adalah pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja dan 
perbuatan tersebut harus terencana terlebih dahulu adapun akibat dari 
perbuatan tersebut adalah hilangnya nyawa seseorang maka pelaku 
atau orang yang melakukan kejahatan tersebut akan dikenai sanksi atau 
hukuman yang tertera dalam Pasal tersebut yaitu pidana mati atau 
pidana seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh 
tahun. 
2. Unsur- Unsur Pembunuhan Berencana  
Pada dasarnya jika dicermati lebih dahulu, unsur dengan 
rencana terlebih dahulu yang terkandung dalam Pasal 340 KUHP itu 
mempunyai unsur-unsur sebagai berikut: 
1) Unsur subjektif: 
a) Opzettlijk atau sengaja 
Unsur kesengajaan merupakan unsur subjektif 
(kesalahan). Dalam tindak pidana pembunuhan berencana  
unsur kesengajaan harus diartikan sempit yaitu kesengjaan 
sebagai maksud (opzet alsogmerk). Dalam kesengajaan sebagai 
maksud perbuatan itu disengaja karena memang maksud untuk 
mencapai suatu tujuan. Corak kesengajaan sebagai keharusan 
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ada apabila perbuatan yang dilakukan itu bukanlah yang 
dimaksud, tetapi untuk mencapai yang dimaksud itu harus 
melakukan perbuatan itu pula.  
Jalan yang dimaksud melalui perbuatan tersebut, dalam 
kesengajaan sebagai kemungkinan perbuatan pidana itu 
tidaklah terpaksa dilakukan, tetapi hanya suatu kemungkinan 
saja. Kalau orang melakukan perbuatan yang dimaksud dengan 
tidak takut akan kemungkinan dilakukannya pula suatu 
perbuatan pidana itu dilakukan dengan kesengajaan sebagai 
kemungkinan.
3
 
b) Voorbedachte raad atau direncanakan lebih dahulu 
Unsur direncanakan terlebih dahulu merupakan unsur 
subjektif. Tentang apa yang sebenarnya dimaksud dengan kata 
voorbedachte raad atau direncanakan terlebih dahulu dalam 
unsur subjektif itu undang-undang ternyata telah tidak 
memberikan penjelasannya, sehingga wajar apabila didalam 
doktrin timbul pendapat-pendapat untuk menjelaskan arti yang 
sebenarnya dari kata voorbedachte raad adalah orang hanya 
dapat berbicara tentang adanya perencanaan lebih dulu, jika 
untuk melakukan suatu tindak pidana itu pelaku telah 
menyusun keputusannya dengan mempertimbangkannya secara 
tenang, demikian pula telah mempertimbangkan tentang 
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kemungkinan-kemungkinan dan tentang akibat-akibat dari 
tindakannya.
4
 
Antara waktu seorang pelaku menyusun rencananya 
dengan waktu pelaksanaan dari rencana tersebut selalu harus 
terdapat suatu jangka waktu tertentu, dalam hal seorang pelaku 
dengan segera melaksanakan apa yang ia maksud untuk 
dilakukan, kiranya sulit untuk berbicara tentang adanya suatu 
perencanaan lebih dulu. 
2) Unsur Objektif  
a) Beroven atau menghilangkan 
b) Leven atau nyawa 
c) Een ander atau orang lain. 
Dalam unsur menghilangkan nyawa orang lain ini 
merupakan unsur objektif yang mana menghilangkan nyawa 
merupakan bentuk perbuatannya sedangkan orang lain merupakan 
obyek perbuatannya. Perbuatan menghilangkan nyawa orang lain 
itu dilakukan setelah adanya niat, kemudian mengatur rencana 
bagaimana pembunuhan itu akan dilaksanakan dalam waktu luang 
yang dapat diperkirakan si pelaku dapat berpikir dengan tenang. 
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B. Hukuman Tindak Pidana Pembunuhan Berencana  
Hukuman adalah ancaman bersifat penderitaan dan siksaan. Sanksi 
atau hukuman bersifat penderitaan karena hukuman itu dimaksudkan 
sebagai hukuman terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang 
terhadap kepentingan hukum yang dilindungi hukum pidana.
5
 
Secara umum seseorang yang melakukan tindak pidana 
pembunuhan berencana mereka akan dipenjara hingga pidana mati atau 
pidana seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling 
lama dua puluh tahun yaitu untuk pembunuhan yang direncanakan sesuai 
dengan Pasal 340 KUHP. Pemenjaraan terhadap pelaku pembunuhan itu 
bertujuan untuk memberikan efek jera atas perbuatan yang dilakukan. 
Akan tetapi pidana penjara yang bertujuan untuk memberikan efek jera 
terhadap pelaku kejahatan ini sudah dianggap remeh oleh orang-orang 
yang tidak taat hukum karena semakin hari perbuatan kejahatan semakin 
bertambah di lingkungan masyarakat. Hukum disini juga sangat 
dibutuhkan untuk memberikan balasan terhadap pelaku dengan seadil-
adilnya.
6
  
Bentuk hukuman dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 
(KUHP) terdapat dalam Pasal 10 KUHP, hukuman terdiri dari dua jenis 
yaitu: 
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1. Pidana pokok:  
a. Pidana mati 
Pengertian hukuman mati atau pidana mati yaitu pidana 
yang merampas suatu kepentingan hukum, yaitu jiwa atau nyawa 
manusia. Pidana ini adalah pidana yang terberat dari semua pidana 
yang diancamkan terhadap berbagi kejahatan yang sangat berat, 
misalnya pembunuhan berencana, pencurian dengan kekerasan, 
dan pemberontakan.
7
 Dan untuk pembunuhan berencana termasuk 
dalam kategori hukuman mati yaitu hukumannya pidana mati atau 
pidana seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua 
puluh tahun. 
b. Pidana penjara 
Pidana kurungan atau pidana penjara bersifat merampas 
kemerdekaan pribadi seorang terpidana, orang yang dijatuhi pidana 
penjara itu (disebut nara pidana atau napi) menjalaninya dalam 
Lembaga Pemasyarakatan (dulu penjara). Mengenai lamanya 
pidana ini, KUHP menganut sistem sebagai berikut:
8
 
a) Ditentukan satu batas pidana minimum yang umum 
(algemenestrafminima), yaitu: 1 hari, (Pasal 12 ayat 20, 
kemudian ditentukan pula satu batas pidana maksimum yang 
umum (algemenestrafmaxima), yaitu: 15 tahun, dan dalam hal 
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tertentu yaitu adanya pemberatan, maka batas maksimum 
tersebut dapat menjadi 20 tahun (Pasal 12 ayat 2 dan 3). 
Kemudian untuk pasal tindak pidana ditentukan maksimum 
(specialestrafmaxima), misalnya: untuk pasal 362, 
maksimum 5 tahun, Pasal 372, 4 tahun, dan seterusnya. 
c. Pidana kurungan (Hechtenis) 
Hukuman ini merupakan salah satu jenis hukuman yang 
lebih ringan dari hukuman penjara, untuk hukuman ini biasanya 
dilaksanakan di kediaman terhukum dan minimal hukuman ini 
adalah satu hari dan maksimal satu tahun.  
d. Pidana denda 
Pidana denda adalah sebuah hukuman yang 
mengimplimasikan bahwa terpidana wajib membayar sejumlah 
uang yang ditetapkan dalam putusan pengadilan yang telah 
berkekuatan hukum tetap. 
e. Pidana tutupan  
Pidana tutupan adalah salah satu pidana pokok dalam 
hukum pidana Indonesia, yang mulai berlaku berdasarkan Undang-
Undang Nomor 20 tahun 1946. Pidana tutupan merupakan pidana 
alternatif terhadap pidana penjara, khusunya bagi pelaku delik 
politik. 
2. Pidana Tambahan 
a. Pencabutan hak-hak tertentu 
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1) Hak-hak yang dapat dicabut itu tercantum dalam pasal 35 ayat 
(1) yaitu:
9
 
2) Hak menjabat segala jabatan atau jabatan tertentu 
(pemberhentian dari jabatan, berdasarkan putusan Hakim itu 
dilakukan oleh atasan yang bersangkutan). 
3) Hak masuk Angkatan Bersenjata (A.B) 
4) Hak pilih: aktif dan pasif 
5) Hak jadi penasehat, wali, wali pengawas, kurator anaknya. 
6) Kuasa bapak, wali dan curatele atas anak (No.4 dan 5 ini tidak 
dapat dilakukan atas orang yang berlaku B.W., Pasal 35 ayat 
2). 
7) Hak melakukan pekerjaan tertentu. 
b. Perampasan barang-barang tertentu 
Pasal 39 menentukan dalam hal apa perampasan barang-
barang tertentu ini dapat dijatuhkan:
10
 
ayat (1): barang kepunyaan terpidana, yang: 
1) Diperoleh dengan kejahatan, atau 
2) Disengaja dipakai akan melakukan kejahatan. 
Ayat (2): jika dijatuhkan pidana lantaran kejahatan tiada 
sengaja atau pelanggaran yang dapat dijatuhkan pidana merampas 
barang-barang yang tertentu itu, kalau ditentukan dalam pasal-
pasal yang bersangkutan. 
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c. Pengumuman putusan hakim 
Pengumuman putusan hakim yang dimaksud adalah 
publikasi ekstra dari putusan hakim itu. Hakim bebas menentukan 
dimana atau bagaiman publikasi itu harus dijalankan, biayanya 
dibebankan kepada narapidana. 
d. Pidana bersyarat (Voorwaardelijke Veroordeling) 
Dalam hal-hal pokok hakim dapat menjatuhkan pidana 
bersyarat sebagaimana diatur dalam Pasal 14a KUHP: 
1) Bila dijatuhkan pidana penjara maksimum 1 tahun. 
2) Bila dijatuhkan pidana kurungan. 
3) Bila dijatuhkan pidana denda, yang pembayarannya ternyata 
menimbulkan keberatan-keberatan yang sangat bagi 
narapidana. 
e. Pelepasan bersyarat (Voorwaardelijke Invriheidstelling)11 
Lembaga ini bukanlah pidana, tetapi merupakan bagian dari 
sistem pidana penjara modern. Narapidana yang berkelakuan baik 
dapat dibebaskan sebelum masanya habis, jadi dengan ini dapat 
mendorongnya berkelakuan baik. Syarat-syaratnya ditentukan 
dalam pasal 15 ayat (1), yaitu apabila telah 2/3 pidana dijalani, dan 
paling sedikit telah menjalani 9 bulan, tidak dihitung tahanan 
sementara. 
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Pemidaan “pembebasan” melihat terpidana sebagai suatu 
mahkluk sosial yang tetap masih mempunyai hak dan kewajiban, 
aspek kewajiban yang dimaksudkan disini, yaitu terpidana wajib 
menjalani suatu masa nestapa yang tidak mengurangi dan 
merendahkan martabatnya sebagai manusia. Dengan demikian 
pada akhirnya diharapkan dapat “dibebaskan” dari pikiran, sifat 
atau kebiasaan yang salah atau dari perbuatannya yang jahat 
sehingga ia akan menjadi manusia yang adil dan beradap.
12
 
Sebaiknya terpidana mempunyai hak juga, yaitu bahwa ia 
akan tetapi diperlakukan sebagai layaknya seorang manusia. Ia 
tidak akan disiksa atau dideritakan demi atau hanya untuk sekedar 
menderita. Ini berarti pula, bahwa ia mempunyai hak hidup, 
sehingga arti pidana mati sama sekali tidak dikenal dalam kamus 
pidana yang bertujuan “pembebasan”. 13 
Sedangkan dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum 
Pidana tindak pidana pembunuhan berencana diancam dengan 
pidana, antara lain sebagai berikut: 
a. Pidana mati  
Pidana mati adalah pidana yang merampas suatu 
kepentingan hukum, yaitu jiwa atau nyawa manusia. Pidana ini 
adalah pidana yang terberat dari semua pidana yang 
diancamkan terhadap berbagai kejahatan yang sangat berat, 
                                                 
       
12
 Sahetapy, Suatu Studi Khusus Mengenai Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan 
Berencana, (Surabaya: C.V Rajawali, 1981), hlm. 209-291. 
       
13
 Ibid... hlm. 291. 
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misalnya pembunuhan berencana, pencurian dengan kekerasan, 
dan pembrontakan.
14
 
b. Pidana seumur hidup  
Pengertian pidana seumur hidup dapat merujuk pada 
Pasal 12 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang 
berbunyi: 
Pidana penjara adalah ialah seumur hidup atau selama 
waktu tertentu. Dalam Pasal 12 ayat (4) KUHP dinyatakan, 
pidana penjara selama waktu twrntu sekali-kali tidak boleh 
melibihi dua puluh tahun. 
 
Dari bunyi pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa 
pidana penjara selama terpidana masih hidup hingga 
meninggal. Untuk pembunuhan berencana sendiri pelaku akan 
mendapatkan hukuman salah satu jenisnya yaitu pidana seumur 
hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun 
                                                 
       
14
 Leden Merpaung, Asas Teori Praktik Hukum Pidana, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 
107.  
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BAB IV 
ANALISIS TENTANG TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP 
TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA DALAM KITAB 
UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA  
Tindak pidana pembunuhan merupakan salah satu bentuk kejahatan 
terhadap nyawa yang mana perbuatan tersebut dapat menyebabkan hilangnya 
nyawa manusia atau seseorang yang masih hidup. Kejahatan ini dengan 
semakin bertambahnya tahun semakin bertambah pula jenis-jenis kejahatan 
tersebut seperti pembunuhan terhadap janin, pembunuhan biasa, pembunuhan 
berencana dan lain sebagainya. Jenis kejahatan tersebut merupakan kejahatan 
terhadap nyawa yaang mana salah satunya yaitu pembunuhan berencana, 
pembunuhan berncana adalah pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja 
yang dilakukan oleh seorang pelaku dan sebelum pelaksanaannya perbuatan 
tersebut ia berfikir-fikir atau menggunakan waktu senggang terlebih dahulu 
sebelum melakukan perbuatan tersebut dan dalam perbuatan tersebut 
mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang.  
Jenis tindak kejahatan tersebut biasanya didasari oleh beberapa faktor 
pendukung yaitu: kebencian terhadap seseorang (korban), ekonomi, pergaulan 
bebas,  lingkungan dan bahkan keluarga. Akibat dari beberapa faktor tersebut 
sesorang akan merasa dirinya kesepian atau mempunyai sifat yang acuh tak 
acuh atau tidak mempedulikan satu sama dengan yang lain, dari faktor 
tersebut timbulah fikiran-fikiran negatif salah satunya yaitu melakukan 
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pembunuhan berencana yang mana untuk melampiaskan semua emosi atau 
hawa nafsunya terhadap orang lain. 
Pengertian pembunuhan berencana dalam hukum positif menurut salah 
satu pakar hukum pidana yaitu pendapat Menurut Tresna R pembunuhan 
berencana adalah tidak ada ketentuan berapa lamanya harus berlaku diantara 
saat timbulnya maksud (niat) untuk melakukan perbuatan itu dengan saat 
dilaksanakannya, akan tetapi nyatalah harus ada suatu antara dalam mana ia 
dapat menggunakan pikiran yang tenang guna merencanakan segala 
sesuatunya.
1
 
Sedangkan dalam hukum pidana Islam memberikan pemaparan atau 
penjelasan sebagai berikut perbuatan tersebut harus bersifat membunuh yaitu 
orang tersebut harus benar-benar mati dan saat pelaksanaan perbuatan tersebut 
pelaku menggunakan alat yang tajam atau dapat mematikan. Dalam hukum 
pidana Islam pembunuhan terbagi atas tiga macam yaitu pembunuhan sengaja 
adalah seorang mukallaf secara sengaja dan terencana membunuh orang yang 
terlindungi darahnya (tak bersalah), dengan dasar kehendak yang kuat bahwa 
dia harus dibunuh olehnya. 
Sedangkan pembunuhan semi sengaja adalah pembunuhan yang tidak 
sengaja ingin membunuh akan tetapi menimbulkan matinya seseorang, dan 
pembunuhan keliru atau kesalahan adalah pembunuhan yang dilakukan oleh 
seseorang terhadap orang lain tetapi tidak mempunyai niat sama sekali untuk 
                                                 
       
1
 R. Tresna, Azas-Azas Hukum Pidana, (Jakarta: PT. Tiara,1959), hlm. 520. 
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mencederai orang tersebut dan perbuatan tersebut ditunjukan terhadap 
makhluk lain dan menimbulkan matinya seseorang. 
A. Analisis Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Dalam Kitab 
Undang-Undang Hukum Pidana. 
Dalam hukum positif jenis pembunuhan berencana telah diatur 
dalam Pasal 340 KUHP yaitu tentang pembunuhan berencana (moord) 
yang mana bunyinya yaitu: 
2
 
Barang siapa dengan sengaja dan dipikirkan lebih dulu 
merapas nyawa seorang lain, diancam karena pembunuhan 
yang dipikirkan lebih dulu dengan pidana mati atau dengan 
pidana seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 
dua puluh tahun. 
 
Berdasarkan penggalan Pasal diatas pembunuhan berencana 
yaitu pembunuhan yang dilakukan dengan direncanakan terlebih 
dahulu sehingga menyebabkan meninggalnya seseorang dan dalam 
Pasal tersebut mengandung dua unsur yaitu unsur subyektif dan unsur 
objektif, unsur subyektif yaitu adanya perencanaan terlebih dahulu dan 
unsur objektif yaitu menyebabkan matinya seseorang atau hilangnya 
nyawa. Dengan beberapa unsur pembunuhan berencana tersebut dapat 
ditarik sebuah pengertian bahwa pembunuhan yang dilakukan tersebut 
harus mengandung unsur direncanakan terlebih dahulu atau adanya 
pemikiran terlebih dahulu dan dengan dilakukannya perbuatan tersebut 
menimbulkan hilangnya nyawa seseorang. Dalam pasal tersebut 
dijelaskan pula hukuman bagi pelaku tindak pidana pembunuhan 
                                                 
       
2
 R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap 
Dengan Pasal Demi Pasal, (Bogor: Politeia, 1995), hlm. 241. 
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tersebut yang mana hukumannya yaitu penjara sampai mati atau 
seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun.  
Jika diteliti dari uraian Pasal 340 Kitab Undang-Undang 
Hukum Pidana tersebut, maka dapat ditemui beberapa unsur yakni 
sebagai berikut: 
1. Pelaku 
Barang siapa bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” 
adalah orang perorangan, kelompok, baik sipil, militer, maupun 
polisis yang bertanggung jawab secara individual atau korporasi. 
2. Bentuk Perbuatan 
(a) Dengan Sengaja 
Dengan sengaja adalah pelaku memiliki kehendak dan 
keinsyafan untuk menimbulkan akibat tertentu yang telah diatur 
dalam perundang-undangan yang didorong oleh pemenuhan 
nafsu (motif) dan kesengajaan ini merupakan perbuatan atau 
tindakan yang terlarang dan dikehendaki atau diketahui oleh 
sipelaku. 
(b) Dengan Rencana Lebih Dahulu 
Dengan rencana lebih dahulu adalah adanya waktu jeda 
antara perencanaan dengan tindakan yang memungkinkan 
adanya perencanaan secara sistematis terlebih dahulu lalu baru 
diikuti dengan tindakannya waktu tersebut diigunakan untuk 
membuat perencanaan atau langkaah-langkah yang akan 
dilakukan. 
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(c) Perbedaan antara Pasal 340 dengan Pasal yang lain yaitu Pasal 
338 dan Pasal 339 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,  
adalah untuk Pasal 338 menjelaskan bahwa pembunuhan ini 
termasuk dalam pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja 
tanpa adanya pemikiran terlebih dahulu atau terencana terlebih 
dahulu, sedangkan Pasal 339 menjelaskan bahwa dalam pasal 
ini termasuk dalam pembunuhan biasa, jika kejahatan ini tidak 
diikuti, disertai, atau didahului dengan peristiwa pidana yang 
lain.  
Sedangkan untuk perbedaannya antara Pasal 340 
dengan Pasal 338, 339 adalah dalam pasal 340 adanya unsur 
direncanakan terlebih dahulu atau dipikirkan terlebih dahulu 
rencana yang kan jalankan, sedangkan Pasal 338, 339 itu tanpa 
danya pemikiran terlebih dahulu dan dilakukan secara seketika 
atau langsung. 
Kemudian, jika dilihat dari Pasal 340 Kitab Undang-Undang 
Hukum Pidana (KUHP) Pembunuhan Berencana diancam dengan pidana 
mati atau dengan pidana seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling 
lama dua puluh tahun. 
B. Analisis Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana 
Pembunuhan Berencana Dalam Kitab Undang-Undang Hukum 
Pidana. 
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1. Pelaku untuk ukuran seseorang dapat dikenakan hukuman atau 
pertanggung jawaban pidana jika ia termasuk:  
(a) Berakal sehat maksudnya adalah orang-orang yang dapat menahan 
amarahnya dan mengendalikan hawa nafsunya, karena dapat 
mengambil sikap dan tindakan yang bijaksana dalam menghadapi 
segala persoalan yang dihadapinya. 
(b) Mumayyiz yaitu seorang anak yang sudah dapat membedakan 
sesuatu yang baik dan sesuatu yang buruk, yakni ketika ia berumur 
7 tahun hingga memasuki masa „āqilbālig, yaitu dengan datangnya 
haid bagi anak perempuan dan mimpi berhubungan seksual bagi 
anak laki-laki. 
(c) Balig, para ulama membatasi usia balig dengan beberapa pendapat, 
diantaranya Imam Hanafi berpendapat usia balig adalah 18 tahun 
bagi laki-laki dan 17 tahun bagi perempuan, sedangkan menurut 
Imam Syafi‟i dan Imam Hambali membatasi usia balig dengan usia 
15 tahun, kecuali anak laki-laki yang sudah ihtilam dan anak 
perempuan yang sudah haid sebelum umur 15 tahun, sedangkan 
menurut Imam Maliki membatasinya dengan umur 18 tahun dan 
mempunyai kecakapan untuk melakukan ketentuan-ketentuan 
hukum yang dibebankan kepadanya, Sedangkan menurut jumhur 
ulama batasan usia balig adalah jika sudah terjadinya ihtilam bagi 
anak laki-laki dan haid bagi anak perempuan.
3
 
                                                 
       
3
 Ahmad Hanafi, Asas-Asas Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm. 400. 
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Jadi, dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa rata-rata 
batasan atau usia balig untuk anak laki-laki adalah jika ia sudah 
ihtilam atau mimpi berhubungan seksual bagi anak laki-laki dan 
haid untuk anak perempuan. 
2. Bentuk perbuatan 
b. Pembunuhan sengaja 
Pembunuhan sengaja adalah suatu perbuatan yang 
dilakukan oleh seorang mukallaf secara sengaja dan terencana yang 
terlindungi darahnya untuk menghilangkan nyawa orang lain. 
3. Hukuman 
a. Hukuman utama untuk pembunuhan sengaja adalah hukuman qisas 
yang mana hukuman qiṣāṣ adalah penjatuhan sanksi yang sama 
dengan yang telah pelaku lakukan terhadap korbannya, misal; 
pelaku menghilangkan nyawa korbannya, maka ia wajib dibunuh.  
b. Sedangkan untuk hukuman alternatif dalam pembunuhan sengaja 
adalah diberikannya hukuman diyat (denda), seperti halnya jika 
keluarga korban memaafkan si pelaku, maka pelaku hanya akan 
dikenakan denda yang dinamakan dengan diyat atau denda sebagai 
pengganti dari hukuman. 
c. Adapun batasan untuk hukuman diyat adalah secara umum bahwa 
ukuran dasar diyat adalah 100 ekor unta. Akan tetapi mereka juga 
meberikan jalan alternatif lain seperti mengganti dengan emas 
dengan ukuran 1000 dinar, perak sebanyak 10.000 dirham dan jika 
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membayar dengan sapi diganti dengan 200 ekor sapi dan apabila 
dengan kambing maka diganti dengan jumlah 1000 ekor. 
Jadi, jika dilihat dari analisis diatasa bahwasannya dalam 
hukum pidana Islam pembunuhan sengaja yaitu pembunuhan yang 
dilakukan oleh seorang mukallaf  secara sengaja dan terencana terlebih 
dahulu untuk membunuh orang yang terlindungi darahnya (tak 
bersalah). Pembunuhan sengaja itu hampir sama dengan pembunuhan 
berencana yaitu terdapat dalam hukumannya yaitu hukuman mati akan 
tetapi dalam hukum pidana Islam mempunyai hukuman alternatif yaitu 
diyat atau bayar denda jika pelaku dimaafkan oleh pihak keluarga 
korban maka hukuman qisas tidak berlaku dan diganti dengan 
hukuman diyat . 
Sedangkan dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum 
Pidana (KUHP) tentang pembunuhan berencana yaitu pembunuhan 
yang dilakukan dengan sengaja dan terencana untuk menghilangkan 
nyawa orang lain dan antara timbulnya niat dengan pelaksanaanya 
terdapat waktu yang senggang untuk melakukan perencanaan tersebut. 
Pembunuhan yang dilakukan terencana akan mendapatkan hukuman 
berupa hukuman pidana mati atau pidana seumur hidup atau selama 
watu tertentu paling lama dua puluh tahun. 
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan phasil penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut: 
1. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pembunuhan berencana 
yaitu pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja dan direncanakan 
terlebih dahulu yang menimbulkan hilangnya nyawa orang lain yang 
mana adanya waktu untuk berpikir-pikir terlebih dahulu antara 
timbulnya niat dengan pelaksanaan pembunuhan berencana tersebut. 
Adapun untuk hukuman pelaku tindak pidana pembunuhan berencana 
yaitu pidana mati atau pidana seumur hidup atau selama waktu tertentu 
paling lama dua puluh tahun.  
2. Sedangkan untuk tinjauan hukum pidana Islam terhadap tindak pidana 
pembunuhan berencana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, 
dalam hukum pidana Islam istilah pembunuhan berencana tidak dapat 
ditemukan adapun dalam hukum pidana Islam yang hampir sama 
istilahnya dengan pembunuhan berencana adalah pembunuhan sengaja. 
Pembunuhan sengaja adalah pembunuhan yang dilakukan oleh seorang 
mukallaf secara sengaja dan terencana terlebih dahulu untuk 
membunuh orang yang terlindungi darahnya (tak bersalah), dengan di 
dukung adanya niat dari si pelaku. Hukuman untuk pembunuhan 
sengaja dalam hukum pidana Islam adalah hukuman qiṣa>ṣ akan tetapi 
hukuman ini dapat digugurkan apabila pelaku dimaafkan oleh keluarga 
korban maka hukumannya diganti dengan hukuman diyat atau denda. 
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B. Saran 
Berdasarkan hasil penelitian ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan 
sebagai bahan masukkan dan saran-saran, antara lain: 
1. Pembunuhan berencana merupakan salah satu kejahatan yang sangat 
merugikan bagi kehidupan kedepan dan sangat menyalah gunakan 
aturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT karena setiap insan 
mempunyai hak untuk hidup dan ketentuan mati sudah ditangan Allah, 
perbuatan ini dapat menimbulkan permusuhan antar keluarga bahkan 
mengganggu kesejahteraan bersama, sehingga sepantasnyalah bagi 
pelaku pembunuhan berencana maupun pembunuhan lainnya 
mendapatkan hukuman yang setimpal atau seberat-beratnya. 
2. Kepada aparat penegak hukum, adanya hukum yang seadil-adilnya 
baik kepada keluarga korban maupun pelaku agar perbuatan ini tidak 
semakin merajalela dan agar hukuman yang diberikan sesuai dengan 
perbuatan yang dilakukan agar perbuatan tersebut tidak terulang 
kembali dan dapat memberikan efek jera terhadap pelaku dan sebagai 
contoh terhadap orang lain agar tidak melakukan tindak pidana 
pembunuhan berencana. 
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